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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  
atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ zal Z zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra R er 
ز zai Z zet 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet (dengan titk di 
  
x 
 
bawah)  
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain G ge 
ف fa F ef 
ق qaf Q qi 
ك kaf K ka 
ل lam L el 
م mim M em 
ن nun N en 
و wau W we 
ه ha H ha 
ء hamzah , apostof 
ي ya Y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti    a n a  an a  i   i 
 an a a a  n   i a ia       a   i   n a  a a   i a  i    a a  i   i    n an 
 an a       
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا Kasrah i I 
َ ا ḍammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah an  ā’ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
..... | َا َى.  
fatḥahdan alif 
a a  ā’ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah  an ā’ i i dan garis di 
atas 
وى ḍammahdan wau ū u dan garis di 
atas 
 
4. Tā’ Ma  ūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ىber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ِىى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
ال (alif lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi        a  a    n a i a             hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Q  ’an(dari 
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al- a ā a  (الله) 
Ka a “A  a ”  an   i a    i  a  i          i       jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSRTAK 
Nama  : Iqramulyo Nugroho 
NIM  : 10100114204 
Judul  : Penyelesaian Sertipikat Ganda di BPN Gowa Persfektif  
Hukum Islam                                    
              Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian 
sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Gowa. Dari pokok masalah 
tersebut, penuis merumuskan sub masalah yaitu : 1) Faktor-faktor penyebab 
munculnya sertifikat ganda yang merupakan alat bukti sah kepemilikan tanah? 2) 
Penyelesaian yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional dalam 
menyelesaikan masalah sertifikat ganda? 3) Pandangan Hukum Islam terhadap 
penyelesaian sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional Gowa?. 
             Penelitian ini termasuk penelitian lapangan field research kualitatif 
dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Yuridis Empiris 
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam 
praktek di lapangan. Selanjutnya, untuk memperoleh data tentang masalah ini 
maka di gunakan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, library research dan field research. Lalu, data yang di peroleh 
kemudian dianalisis dan disimpulkan.  
            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sertipikat 
ganda di Badan Pertanahan Nasional ialah karena adanya kesengajaan atau 
ketidaksengajan dari pihak pemilik tanah dan pemerintah setempat yang 
disebabkan oleh faktor teknis dalam artian sistem pemetaan  yang masih kurang di 
karenakan masih kurang Kelurahan/Desa yang memiliki peta, kemudian dari 
pihak Badan Pertanahan Nasional kesalahan pada proses administrasi, kemudian 
adanya oknum-oknum pejabat badan pertanahan dengan mudah menerbitkan 
sertipikat tanpa melihat buku induk sebagai acuan terbitnya sertipikat tanah. 
Badan Pertanahan Nasional berwenang menyelesaikan sengketa sertipikat ganda 
dengan cara mediasi memfasilitasi dan mempertemukan kedua bela pihak untuk 
menyelesaikan kasusnya dan mencarikan solusi. Penyelesaian sengketa sertipikat 
ganda yang di  lakukan Badan Pertanahan Nasional Gowa sama dengan proses 
penyelesaian sengketa yang di anjurkan oleh AL-Q  ’an  an Ha i    ai   
perdamaian (ishlah).           
              Implikasi dari penelitian adalah: 1) Hendaknya Pemerintah mengambil 
keputusan bahwa satu-satunya lembaga yang mengurus administrasi pertanahan 
hanyalah Badan Pertanahan Nasional dan lembaga lainya hanya mengikuti 
petunjuk atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BPN. Peta pendaftaran tanah 
yang merupakan basis data pendaftaran tanah yang dimiliki BPN sebaiknya 
dimanfaatkan secara benar sehingga tidak akan muncul lagi sebidang tanah yang 
memiliki sertipikat ganda. 2) Badan Pertanahan Nasional sebaiknya mengeluarkan 
suatu sistem atau cara baru dalam proses pendaftaran tanah. 
 
 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
            Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi 
penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melihat urgenitas 
tersebut maka sudah selayaknya hal itu perlu dimasukkan kedalam konstitusi 
sebuah Negara yang berlandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang 
tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai dasar Negara. 
            Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan menentukan. 
Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari pada tanahnya baik sebagai 
sumber penghidupan manusia itu sendiri. Bagi banyak orang tanah tidak dapat 
dipisahkan dari pada hidupnya sendiri. Keterikatan orang dengan tanahnya dapat 
dilihat melalui pola-pola kehidupan manusia dalam masyarakat.1  
            UUD 1945 dalam pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai pemanfaatan tanah 
yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan  kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”.2 Peraturan ini pemerintah berharap sebagai modal utama 
dalam mensejahterakan masyarakat. Dan merupakan hak milik setiap warga 
negara bukan milik segelintir orang. Dan sebagai dasar hukum politik pertanahan 
nasional dengan satu tujuan yaitu untuk kemakmuran rakyat dengan mekanisme 
penguasaan oleh negara yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada undang-
                                                             
           1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pola Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan 
Tanah Secara Tradisional (Cet. 1; Ambon,  Depdikbud, 1992) h. 1 
          
2
 Undang-undang Dasar Tahun 1945  Dalam pasal 33 Ayat (3) 
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undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria 
(Undang-undang Pokok Agraria).3 
           Undang-undang pokok agraria merupakan hukum tanah positif  yang 
berlaku di Indonesia hingga saat ini. Tujuan UUPA itu sendiri sebagaimana yang 
dicantumkan dalam Penjelasan umum adalah: 
1. Meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria Nasional, 
membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan 
rakyat, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 
2. Melatakkan dasar-dasar untuk menandakan kesatuan dan kesederhanaan. 
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.  
           Berdasarkan tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria tersebut di atas 
diatur macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh 
setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain 
ataupun badan hukum. Menurut pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, hak-
hak atas tanah yang dapat dipunyai dan diberikan kepada setiap orang dan atau 
badan hukum adalah hak milik, hak paki dan lai-lain.4 Dengan demikian diberikan 
kewenanagan kepada pemegang hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah 
tersebut sesuai dengan peruntukanya. Namun pada kenyataanya, sehingga saat ini 
pelaksanaan pendaftaran tanah belum diwujudkan sepenuhnya, bahkan disebutkan 
jumlah bidang tanah yang sudah didaftarkan baru sekitar 31% dari 85 juta bidang 
tanah di Indonesia.5 
                                                             
              
3
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia 
              
4
 Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.  pasal 16. 
              
5
 Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis.  Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi (Cet. II; 
Bandung: CV. Mandar Maju)h. 5  
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            Di Indonesia, Sertipikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang 
kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan pasal 32 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 
yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997.6 
           Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, sertipikat merupakan 
Alat Bukti sah yang kuat dan autentik kekuatan Sertipikat Merupakan jaminan 
Kepastian Hukum bagi pemegang sertipikat sebagai alat bukti yang sempurna 
sepanjang tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Seorang atau 
badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas suatu 
bidang tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas, bangunan 
yang ada, jenis haknya beserta beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, dan 
sebagainya.7 
             Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, maka terwujudlah salah satu 
Hukum Agraria Nasional, yang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh 
rakyat dan memungkinkan tercapainya fungsi bumi, air, serta kekayaan alam 
sebagimana yang dicita-citakan tersebut. Mengingat Undang-Undang Pokok 
Agraria ini sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria nasional yang baru, maka 
Undang-Undang Pokok Agraria ini hanya memuat asas-asas serta soal-soal pokok 
masalah agrarias. Dalam pelaksanaanya undang-undang ini masih memerlukan 
berbagai undang-undang terkait dari peraturan perundang-undang lainya. 
            Masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan yang khusus 
dari berbagai pihak, karena pembangunan yang terjadi sekarang meluas di 
                                                             
                6 Pasal 31 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696) 
               7 Adrian Sutedi. Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya (Jakarta: sinar grafika, 2012).h. 57 
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berbagai bidang, sehingga harus ada jaminan hak-hak  atas tanah. Untuk 
menghindari terjadinya perselisihan antara tiap-tiap manusia yang membutuhkan 
tanah tersebut. Maka dibuat peraturan-peraturan tentang pertanahan yang berguna 
untuk mengatur segala aktifitas penggunaan tanah di Indonesia yaitu peraturan 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.   
           Berbagai macam pemasalahan itu salah satunya adalah sertifikat ganda 
yang sampai saat ini belum ada penyelesaianya di tingkat Badan Pertanahan 
Nasional (BPN). Pemerintah dalam menjamin kepastian hukum di bidang 
penguasaan dan pemilikan tanah, menjadikan kepastian letak dan batas setiap 
bidang tanah sebagai faktor dan prioritas utama yang tidak dapat diabaikan. 
Cukup banyak sengketa  tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-
bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta 
penyedian peta berskala besar unutuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran 
tanah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang 
penting untuk menjadi perhatian yang serius, bukan hanya dalam rangka 
pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam penyajian data pemilik 
tanah dan penyimpanan data tersebut. Dalam undang-undang pokok Agraria tidak 
pernah di sebutkan sertifikat tanah , namun seperti yang dijumpai dalam pasal 19 
ayat (2) huruf C ada disebutkan “surat tanda bukti hak”. Dalam pengertian sehari-
hari surat tanda bukti hak ini sering ditafsirkan sebagai sertipikat hak tanah. 8 
           Untuk menindak lanjuti hal tersebut diatas, telah dikeluarkan peraturan 
pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebagai 
penyempurna peraturan pemerintah sebelumnya. Penyelenggaraan pendafatran 
tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang diselenggarakan oleh 
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 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960  Pasal 19 ayat (2) Huruf C. 
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pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan status hak atas 
tanah di Indonesia. 
           Adapun tujuan dari pendaftan tanah menurut peraturan pemerintah nomor 
24 Tahun 1997 dalam pasal 3 adalah: 
1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang 
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang 
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang 
hak yang bersangkutan. 
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan 
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
3. Untuk terselenggarahnya tertib administrasi pertanahan.9     
           Walaupun fungsi utama sertifikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti,  
tetapi sertifikat bukan satu-satunya alat bukti hak atas tanah. Hak atas tanah 
seseorang masih mungkin di buktikan alat bukti lain, seperti misalnya akta 
register yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa letak tanah tersebut berada. 
Sertifikat sebagai alat bukti sangat penting misalnya di dalam hal pemindahan 
hak, dan perbuatan hukum pemindahan hak bertujuan untuk memindahkan hak 
atas tanah kepada orang lain yaitu berupa jual – beli tanah, hibah atau wasiat dan 
lainya. Sengketa pertanahan ditanah air telah menjadi permasalahan yang bersifat 
struktural. Sengketa-sengketa ini lahir terutama oleh proses-proses hegemonic 
melalui proses politik, pembangunan, dan kebijakan. Proses-proses hegemonic ini 
jauh lebih menonjol dibanding Proses-proses alamiah. Artinya pemicu sengketa 
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pertanahan yang terutama adalah tatanan dan proses politik, pembangunan dan 
kebijakan pertanahan.10 
         Sementara hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai 
hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitanya dengan hak kepemilikan 
(milikiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi’) tanah. Dalam 
pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah 
hakikatnya ialah milik Allah swt. Semata, senagaimana dalam firman Allah QS 
al-Nur / 24: 42. 
                                           
Terjemahnya: 
“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi kepada Allah-lah      
kembali (semua makhluk)”.11 
             Ayat tesebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu 
(termasuk tanah) adalah Allah swt. Semata. Kemudian, Allah swt  sebagai pemilik 
hakiki memberikan daya (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah 
ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Kepemilikan (ashlul milik) adalah milik 
Allah swt. Dan bahwa manusia tak memiliki hak kecuali memanfaatkan 
(tasharruf) dengan cara diridhai Allah. Mengatur pertanahan dengan hukum selain 
hukum Allah telah diharamkan oleh-Nya, sebagaimana dalam firman Allah QS al-
Kahfi/18: 26 
                                   
               
Terjemahnya:  
                                                             
                 
10Rusmadi murad, Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan 
Materi Ceramah  (Cet.I ; jakarta, Mandar Maju, 2007). h.24      
                
11Kementrian Agama RI, Al-quran dan tercemahanya (solo: Tiga Serangkai, 2014) h. 
335. 
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"Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal (di gua) 
kepunyaannya-lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. 
Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya; tak 
ada seorang pelindungpun bagi mereka selain dari padanya; dan Dia tidak 
mengambil seorangpun menjadi sekutunya dalam menetapkan 
keputusan”12 
 
            Dengan demikianlah Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi 
kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu: (1) pemilik hakiki 
dari tanah adalah Allah swt. (2) Allah swt sebagai pemilik hakiki telah 
memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut huku-hukum 
Allah. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 
      1. Fokus Penelitian 
          Fokus penelitian ini adalah penyelesaian sertifikat ganda di Badan 
Pertanahan Nasional, Faktor-faktor penyebab timbulnya Sertifikat Ganda dan 
pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaianya. 
      2. Deskripsi Fokus 
a. Sertifikat Ganda adalah suatu kondisi sebidang tanah memiliki dua 
sertifikat dan masing-masing sertifikat dimiliki oleh dua orang yang 
berbeda.13 
b. Badan Pertanahan Nasional yang disingkat dengan BPN ialah lembaga 
pemerintah nonkementrian di Indonesia yang mempunyai tugas 
melaksanakan pugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan 
Kantor Agraria. 
                                                             
               
12
 Kementrian Agama RI, Al-quran dan tercemahanya (solo: Tiga Serangkai, 2014) h. 
296. 
                13Soni Harsono, Kegunaan Sertifikat dan Permasalahanya (Yogyakarta: Seminar 
nasional, 9 Juli 1992), h.6 
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c. Hukum Islam (syari’at Islam) adalah sebuah system hukum yang 
didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah 
Al-Qur’an dan Sunnah. System hukum ini biasa disebut dengan 
Islamic Law Sistem atau The Moslem Legal Tradition, yang dianut 
oleh Negara-negara Islam.14 
C.  Rumusan Masalah 
             Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas maka rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Faktor-faktor penyebab munculnya sertifikat ganda yang 
merupakan alat bukti sah kepemilikan tanah? 
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak Badan Pertanahan 
Nasional Gowa dalam masalah sertifikat ganda? 
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sertifikat 
Ganda di BPN Gowa? 
D.  Kajian Pustaka 
             Penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah secara umum . Sepanjang 
sepengetahuan penulis, belum ada menemukan hasil penelitian ilmiah mahasiswa 
yang langsung memusatkan fokusnya pada proses penyelesaian sertifikat ganda di 
BPN Gowa yang di tinjau berdasarkan hukum islam. 
             Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Chairul Anam Abdullah yang 
meneliti tentang ”perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam 
Hal Terdapat Sertifikat Ganda (studi kasus di BPN Banten)” 
            Penelitian ini dan penelitian terdahulu jelas berbeda yang mana pada 
penelitian terdahulu hanya membahas tentang perlindungan hak atas terjadinya 
                                                             
                 
14Nurul Qamar, Perbandingan system Hukum dan Peradilan (Cet. 1, Makassar: IKAPI, 
2010)h. 17.  
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sertifikat ganda. Sedang dalam penelitian in membahas tinjauan hukum Islam 
terhadap penyelesaian sertifikat ganda. 
            Penulis juga mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan 
judul skripsi ini, maka peneliti memilih beberapa buku yang relevan dengan 
skripsi ini. 
              Pertama, buku yang berjudul Masalah Agraria Berikut Peraturan-
Peraturan Dan tjontoh-tjontoh yang disusun oleh Prof. Mr. D. Sudargo 
Gautamayang membahas tentang izin jaksa untuk memindahkan barang tetap, 
penghapusan tanah-tanah partikelir, masalah okupasi ilegal, peraturan baru 
dilapangan tanah, penghapusan hak konversi, serta larangan pengasingan tanah.15 
             Kedua, buku yang berjudul Hukum Agraria Indonesia yang disusun oleh 
prof. Mr Boedi Harsono buku ini membahas mengenai hukum pertanahan yang 
belaku di Indonesia.16 
E. Tujuan penelitian  
            Secara umum tujuan penelitian ini iyalah untuk mendalami berbagai aspek 
tentang uraian dari latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dikaji dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan diterbitkanya 
sertifikat ganda hak atas tanah yang merupakan bukti sah kepemilikan 
tanah oleh kantor pertanahan. 
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian terhadap sertifikat  ganda. 
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum Islam terhadap 
sertifikat Ganda.  
                                                             
                
15
 Sudargo Gautama,  Masalah Agraria Berikut Peraturan-peraturan Dan Tjontoh-
Tjontoh (Cet. I;  Bandung:  penerbit alumni, 1973) h. 36 
                
16
 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indpnesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah  (Cet. I; jakarta: Penerbit Djambatan, 1989) h. 87 
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F. Kegunaan penelitian 
          Dapat memberikan sumbangan pada pengembangan ilmu hukum dibidang 
pertanahan. Selain itu memperluas mengenai peradilan perdata dalam 
memnyelesaikan masalah pertanahan guna melindungi pemegang hak atas tanah 
dalam hal terdapat sertipikat ganda.  
1. Dapat mengetahu prosedur penyelesaian terhadap sertipikat ganda. 
2. Penelitiann ini dapat dijadikan acuan mengenai pentingnya pendaftaran tanah 
dan mengetahui pandangan Islam terhadap penyelesaian sertipikat ganda 
tersebut. 
3. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 
penyelesaian sertifikat ganda perspektif hukum Islam. 
4. Bahwa penelitian yang dilakukan ini akan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran kepada pemerintah, khususnya. Bagi Badan Pertnahan Nasional, 
sebagai bahan masukan sesuai dengan dengan peran dan fungsinya sebagai 
lembaga yang bertugas dibidang pertanahan dan masukan dalam 
menagukangi masalah terkait adanya sertifikat ganda. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Pendaftran Tanah Di Indonesia  
              Tinjauan tentang pendaftaran di Indonesia dalam penelitian ini akan 
diuraikan tentang pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah, tujuan dan asas 
pendaftran tanah, sistem pendaftran tanah, sistem publikasi dalam pendaftaran 
tanah dan pelaksaan pendaftaran tanah. 
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah  
             Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar Pokok-Pokok 
Agraria adalah sebuah Undang-Undang yang memuat dasar-dasar pokok Agraria 
dibidang Agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum 
Agraria guna dapat diharapkan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat 
dalam memanfaatkan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan dimana masyarakat dapat 
secara aman melaksanakan hak dan kewajiban yang di perolehnya sesuai 
peraturan yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan 
kewajiban tersebut17 
            Dasar hukum pendaftaran tanah tercantum dalam Pasal 19 Undang-
Undang Pokok Agrari (UUPA). Inti dari ketentuan tersebut menetukan bahwa 
pemerintah berkewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran 
tanah yang bersifat rechtskadaster di seluruh wilayah indonesia yang diatur 
pelaksanaanya dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan pasal 19 ayat 
(1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut maka oleh pemerintah dikeluarkan 
                                                             
                  
17Bachtiar Effendi, pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaanya (Cet. 1:  Bandung;Alumni; 1993) h. 54 
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peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan 
dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah.    
          Penyelenggaraan pendaftran tanah tersebut di atur dalam pasal 19 ayat (2) 
UUPA meliputi: 
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
             Sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu akan memberikan 
kepastian hukum maka pemerintah juga diwajibkan bagi pemegang hak yang 
bersangkutanuntuk mendaftrkan setiap ada peralihan, hapus dan pembenan hak-
hak atas tanah seperti yang diatur dalam pasal 21 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan 
pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. 18 
              Pasal 19 ayat (1) UUPA  telah menentukan bahwa untuk menjamin 
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
republik indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah. 
           Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik 
dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 
termasuk surat pemberian tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
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 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960,  Tentang Peraturan Dasar poko-
pokok Agraria, pasal 21 ayat (2) 
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haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun sert hak tertentu yang 
membebaninya. 
2. Tujuan Pendaftaran Tanah 
              Tujuan diselenggarakanya pendaftaran tanah pada hakekatnya sudah di 
tetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1960, pasal 
10 ayat (1) bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah yang di 
selenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan 
(rechts cadaster atau legal cadaster). Selain rechtskadaster, dikenal juga 
pendaftran tanah untuk keprluan penetapan klasifikasi dan besarnya pajak.19 
         Dibawah ini dikutip selengkapnya ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 
Pokok Agraria: 
1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran                    
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 
2. pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi: 
           a.pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah 
           b pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c.pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat         
pembuktian  yang kuat. 
    Berdasarkan pasal 3 peraturan pemerintah No. 24 Thun 1997 bahwa 
pendaftran tanah bertujuan: 
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar 
agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak 
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 Bachtiar Effendi. Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaanya (Cet. 1 :Bandung; Alumni, 1993)h.24 
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yang bersangkutan. Untuk kepada pemegang haknya di berikan sertifikat 
sebagai surat tanda bvukti hak (pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997). 
b. Unruk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
di perlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah yang terdaftar. Untuk melaskaskan fungsi formal tersebut, 
data fisik dan data yuridis dari bidang tanah . 
c. Untuk terselengarahnya tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai 
tertib administrasi tersebut sebidang tanah dan satuan rumah termasuk 
peralihan, dan pembebanan.(pasal 4 ayat (2)  peraturan pemerintah 
nomor 24 tahun 1997). 
d.  Berdasarkan pasal 2 peraturan pemrintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang pendaftaran tanah, disebutkan bahwa pendaftran tanah 
dilaksankan berdasrkan 5 (lima) asas yaitu: 
1) Asas Sederhana  
Asas sederhana dalam pendaftran tanah adalah agar ketentuan-kentuan 
pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak 
yang berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. 
2) Asas Aman  
Asas aman adalah untuk menunjukan bahwa pendaftran tanah perlu 
diselenggarakan secara teliti dan cermat, sehingg hasilnya dapat memberi 
jaminan kepastian hukum, sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu 
sendiri. 
3) Asas Terjangkau  
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Asas terjangkau yang dimaksudkan dalam pendaftran adalah keterjangkauan 
bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan 
kebutuhan dan golongan ekonomi lemah. Jadi pelayannan yang diberikan 
dalam rangka penyelenggaraan tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak 
yang memerlukan. 
4) Asas Mutahir 
Asas mutahir dimaksdukan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaaanya dan berksinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data 
yang tersedia harus menunjukkan keadaan mutahir. Untuk itu perlu diikuti 
kewajiban  mendaftar dan pencatatn perubahan-perubahan yang terjadi di 
kemudian hari. 
5) Asas Terbuka  
Dengan berlakunya asas terbuka, akan data yang tersimpan di kantor 
pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan nyata lapangan dan 
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap 
saat.20 
3. Sisitem Pendaftaran Tanah 
               Pada dasarnya sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan, apa yang 
didaftar, bentuk pentimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda 
bukti haknya. Oleh karena itu ada 2(dua) macam yang lazim dalam sistem 
pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds) dan sistem 
pendaftaran hak (registration of titles).21 
                                                             
                  
20
 Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan Di Indonesia Dan permasalahanya  (Cet. 
II ; Jakarta: Prestasi pustaka, 2004)  h.31 
                  
21
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah (Cet. I; Jakarta: Penerbit DJambatan, 1989) h. 42 
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                  Untuk ringkasnya kedua sistem pendaftaran tanah tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1) Sistem Pendaftaran Akta (registraton of deeds) 
      Dalam sistem pendaftaran akta, cacat hukum dalam suatu akta akta nisa 
mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta 
yang dibuat kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dilakukan 
dengan apa yang disebut “title search” apabila kita menggunakan sistem ini 
kita akan menggunakan waktu yang lama.  
Oleh karna kesulitan tersebut sistem yang baru atau disebut “registation of 
titles” sangat bermanfaat karna hanya akan melihat akta-akta yang ada. 
2) Sistem Pendaftaran Hak (registration of titles) 
       Dalam sitem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-
prbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus 
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftaranya, 
bukan aktanya yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan untuk 
perubahan-perubahan yang terjadi tersebut disediakan suatu daftar yang 
disebut register atau buku tanah. 
                Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk 
mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pemindahan 
dan pembebanan hak berfungsi sebagai sumber data untuk mendaftar perubahan-
perubahan pada haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahan, kemudian 
oleh pejabat pendaftaran tanah (PPT) dilakukan pengujian kebenaran data yang 
dimuat dalam akta yang bersangkutan,  sehingga ia harus bersikap aktif. Sebagai 
tanda bukti hak, maka terbitkan sertifikat, yang merupakan salinan register, yang 
terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukurdijilid menjadi satu dalam sampul 
dokumen. 
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              Sistem ini, buku tanah tersebut di simpan dikantor pejabat pendaftaran 
tanah (PPT) dan terbuka untuk umum. Oleh karna itu orang dapat mempercayai 
kebenaran data yang disajikan tersebut, tergantung dari sistem publikasi yang 
digunakan dalam penyelenggaraan pendaftran tanah oleh tanah negara yang 
bersangkutan. 
4.  Sistem Publikasi dalam Pendaftran Tanah 
           Pada dasarnya dikenal 2 (dua) sistem publikasi dalam pendaftaran tanah   
yaitu: 
1) Sistem Publikasi Positif 
         Dalam publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftran hak. Maka 
mesti ada register atau buku tanah sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian 
data yuridis dan sertifikat hak sebagai tanda bukti hak. Pendaftran atau pencatatn 
nama seseorang dalam register sebagai pemegang haklah yang membuat orang 
menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,bukan perbuatan hukum 
pemindahan hak yang dilakukan. 
        Menurut sistem ini orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak 
dalam register , memperoleh apa yang disebut indifisible title (hak yang tifdak 
dapat diganggu gugat), meskioun kemudian terbukti bahwa yang terdaftar 
sebagai pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yang sebenarnya. 
2) Sistem Publikasi Negatif 
           Dalam sistem publikasi negatif, bukan pendaftaran tetapi sahnya perbuatan 
hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. 
Pendaftran hak tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang 
tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru. 
         Sisistem ini berlaku asas yang dikenal sebagai nemo plus juris yaitu suatu 
asas yang menyatakan orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak 
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melebihi apa yang dia sendiri punyai. Maka, data yang disajikan dalam 
pendaftaran dengan sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya 
kebenaranya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan karna 
sertifikat sebagai alat bukti yang kuat yang artinya masih dimungkinkan adanya 
perubahan kalau terjadi kekeliruan. Biarpun sudah melakukan pendaftaran, 
pembeli selalu masih menghadapi kemungkiunan gugatan dari orang yang dapat 
membuktikan kalau dialah yang berhak pemegang hak sebenarnya.  
        Sistem publikasi yang dianut di Undang-Undang Pokok Araria Dan 
Peraturan Pemerintsh Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang 
menandung unsur positif, karena dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, 
bahwa pendaftaran menghasilakan surat-surat tanda bukti hak yamg berlaku 
sebagai alat bukti yang kuat.22 
5. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
          Pelasanaan pendaftaran tanah diatur dalam pasal 11 sampai dengan 56 
Peraturan Pmerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan pasal-pasal tersebut 
pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi:  
1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) 
          Kegiatan pendaftran tanah untuk pertama kali (initial registration) yaitu 
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah 
yang belum didaftar PP No. 10 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama 
kalinya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan secara 
sporadik. Kegiatan penadaftaran tanah untuk pertama kali meliputi (1) 
pengumpulan dan pengolahan data fisik, (2) pembuktian hak dan pembukuanya, 
(3) penerbitan sertifikat, (4) penyajian data fisik dan data yuridis dan (5) 
penyimpanan daftar umum dan dokumen. 
                                                             
                  22 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah (Cet. I; Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989) h.51 
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          Pendaftaran tanah secara sistematik  adalah kegiatan pendaftran tanah untuk 
peratama kali yang dilakukan seacara serentak yang meliputi semua objek 
pendaftran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.  
Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah salam 
wialayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau masal.23 
           Pemiliharaan data pendaftrana tanah yaitu kegiatan pendaftaran tanah 
untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar 
tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian. 
         Perubahan tersebut seperti tercantum dalam pasal 94 peraturan Menteri 
Agraria Badan Pertanahan Nasional  Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 
tanah yaitu: 
1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksankan dengan pendaftaran 
perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah 
terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan 
dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini. 
2) Perubahan data yuridis sebagimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah,   perseroan, 
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainya. 
b. Peralihan hak karena kewarisan. 
c. Perlaihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau 
koperasi. 
d. Pembebanan Hak Tanggungan. 
                                                             
                 23Adrian Sutedi. Sertifikat Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya (Cet. II;  Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012) h.90 
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e. Peralihan Hak Taggungan. 
f. Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan, hak milik atas satuan 
rumah susun dan Hak tanggungan. 
g. Pebagian hak bersama. 
h. Perubahan data pendaftran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau 
penetapan ketua pengadilan. 
i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama. 
j. Perpanjangan jangka waktu halk atas tanah. 
3) Perubahan data fisik sebagimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: 
a. Pemecahan bidang tanah 
b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanh. 
c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Hak Atas Tanah 
         Selama ini ada kesan pada masyarakat kita bahwa untuk dapat memperoleh 
sertipikat hak atas tanah cukup sulit, memerlukan waktu yang cukup lama dan 
biaya yang cukup mahal terutama bagi masyarakat biasa dan berada dipedesaan, 
yang relatif pendidikanya masih renda dan keadaan ekonomimya masih tertinggal 
dan pas-pasan karena sebagian dari mereka adalah petani. Padahal sertipikat 
sangat penting bagi kepemilikan hak atas tanah guna menjamin kepastian hukum 
terhadap pemegang hak atas tanh tersebut24.  
         Hal ini disebut dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang 
berbunyi: 
                                                             
              
24
 Mudjiono, Hukum Agraria (Cet. I; Yogyakarta : Penerbit  liberty, 1992) h. 30 
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1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dalam peraturan pemerintah. 
2) Pendaftaran tanah dalam ayat (1) ini meliputi : 
a. Pengukuran, pepetaan, dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku senagai alat    bukti 
yang kuat. 
1. Pengertian Sertipikat hak Atas Tanah 
           Pengertian sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti 
kepemilikan sah hak atas tanah yang di tentukan oleh Undang-Undang. Dengan 
melihat ketentuan Pasal 19 UUPA di ketahui bahwa hasil dari pendaftaran tanah 
yaitu dengan di terbitkanya sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat bukti 
kepemilikan hak yang kuat. 
           Menurut Boedi Harsono dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, 
sertifikat hak atas tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid 
menjadi satu dalam sampul dokumen.25 Sehubungan dengan hal tersebut diatas 
dapat diketahui bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang kuat 
mengenai data fisik dan data yuridis termuat di dalamnya. Sehingga data fisik dan 
data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 
yang bersangkutan. 
          Sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat mengandung arti bahwa selama 
tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum 
                                                             
             
25Boedi Harsosno, Hukum Agraria Indonesia, Peraturan-peraturan Hukum Tanah (Cet. I; 
Jakarta; Penerbit  Djambatan, 1989) h. 57-58 
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didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sebagaimna juga dapat 
dibuktikan dari data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukurnya. 
           Kata “kuat” dalam hubunganya dengan sistem negatif adalah berarti “tidak 
mutlak” yang berarti bahwa sertifikat tanah tersebut masih mungkin gugurkan 
sepanjang ada pembuktian sebaliknya yang menyatakan ketidak absahan sertifikat 
tanah tersebut. Dengan demikan sertifikat tanah  bukanlah satu-satunya surat bukti 
pemegang hak atas tanah dan oleh karna itu masih ada lagi bukti-bukti lain 
tentang pemegang hak atas tanah antara lain suarat bukti jual beli tanah adat atau 
surat keterangan hak milik adat.26 
            Sesuai dengan sistem negatif yang diantut dalam pendaftaran tanah di 
Indonesia, maka berarti bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan itu bukanlah alat 
bukti yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, justru berarti bahwa sertifikat 
tanah itu bisa dicabut atau dibatalkan. Oleh karna itu adalah tidak benar bila ada 
anggapan bahwa dengan memegang sertifikat tanah berati pemegang sertifikat 
tersebut adalah mutlak pemilik tanah dan ia pasti akan menang  dalam suatu 
perkara, karna setiap tanah adalah alat bukti satu-satunya yang tidak tergoyahkan. 
 
2. Penerbitan Sertipikat Melalui Berbagai Jenis 
1)  Penerbitan Sertipikat Melalui Pendaftaran Sporadik 
             Prinsip pendaftaran hak atas tanah adalah untuk menfasilitasi jaminan 
keamana atas kepemilikan tanah dan pemindahan haknya. Dalam pendaftaran 
tanah dikenal sistem pendaftaran secara sporadik.27pendaftaran tanah secara 
sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menegenai satui 
                                                             
                  
26
 Bachtiar Effendi, pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan 
Pelaksanaanya (Cet. I; Bandung:Alumni, 1993).h. 71 
                   
27
 Pasal 8, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 
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atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan secara individual ataupun massal.28dalam pendaftaran secara 
sporadik inisiatif datangnya dari pemilik tanah (secarara indivual) atau juga 
beberapa pemilik tanah(massal) dengan biaya pemilik tanah. 
2) Pensertifikatan Tanah Secara Massal Melalui Proyek Operasi 
Nasional Agraria 
                Dalam memperoleh sertifikat diperlukan waktu yang lama, dan yang 
relatif tinggi dan belumadanya sinkronisasi antar instansi pemerintah yang 
bersangkutan dengan pendaftaran tanah, serta adanya peraturan daerah yang 
menyimpan dari peraturan yang lebih tinggi. Disamping faktor tersebut, terdapat 
faktor lain yang bersifat nonteknis yang melatar belakanggi lahirnya hal tersebut, 
yakni adanya sifat instansi agraria yang bersikap pasif, menunggu kehadiran 
anggota masyarakat (pemegan hak atas tanah) yang berkeinginan mendaftarkan 
hak atas tanahnya. Dengan demikian maka pekerjaan ini menjadi sangat lambat, 
kemudian di jumpai oknum aparat yang mempunyai mentalitas yang tidak terpuji, 
bukan membantu rakyat, tetapi jusstru membodohinya, karna hal tersebutbtimbul 
citra tidak baik teryadap instansi agrarian. Kedua siklus agrarian pada waktu itu 
kurang terpadu, artinya tugas dan fungsi ke agrariaan dengan segala seginya 
belum berjalan sebagaimana mestinya. masing-masing fungsi berjalan sendiri-
sendiri berkotak-kotak.29  
              Dengan kompleksnya masalah pendaftaran tanah tersebut, pemerintah 
menyelenggarakan proyek operasi Nasional Agraria berupa persertifikatan tanah 
                                                             
                  
28
 Herman  Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Milik, Tanah Negara dan 
Tanah Pemda (Cet 1; Bandung: Mandar maju; 2007) h. 139 
      
29
 Herman  Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah milik, Tanah Negara dan Tanah 
Pemda  (Cet. I; Bandung : Mandar maju, 2007) h.115 
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secara massal dan peneyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat stategis. 
Diaman tujuan di selenggarakanya prona anatara lain; 1) memberikan rangsangan 
kepada masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah, untuk bersedia membuat 
sertifikat, 2) menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang 
pertanahan, 3) membantu pemerintah dalam hal menciptakan suasana kehidupan 
masyarakat yang aman dan tentram, 4) menumbuhkan partisipasi masyarakat, 
khususnya pemiulik tanah dalam menciptakan stabilitas politik serta 
pembangunan dibidang ekonomi, 5) menimbulkan rasa kebersamaan dan turut 
membantu pemerintah dalam memnyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan, 6) 
memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, 7) membiasakan 
masyarakat pemilik tanah untuk mempunyai alat bukti autentik atas haknya 
tersebut.30 Dari tujuh tujuan yang diselnggarakan prona, rtujuan yanh paling 
utama adalah: 1) melakukan program persertifikatan tanah secara massal di 
sekuruh indonesia, 2) menyelesaikan secara tuntas sengketa yang bersifat 
srategis.31 
3) Pensertifikatan Tanah Secra Sistematik Melalui Proyek 
Administrasi Pertanahan  
              Proyek Administrasi Peratanahan Indonesia (PAP) dimaksudkan untuk 
mendukung program percepatan registrasi hak kepemilikan tanah, memberikan 
bantuan teknis serta bantuan lain bagi Badan Pertanahan Nasional. PAP juga 
merupakan suatu tinjauan administrasi tanah dalam konteks hukum dan kebijakan. 
Program pendaftran tanah ini mencatat bidang tanah dan kepemilikan dalam Buku 
                                                             
                      
30
 Mudjiono, Hukum Agraria  (Cet. 1; Yogyakarya, Liberty, 1992) h. 85 
                        31 A.P Perlindungan, Kapita Selekta Hukum Agraria (Cet I; Bandung: Alumni, 1981) 
h. 31 
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Tanah Nasional yang disimpan Badan Pertanahan Nasional sertya sertifikat Tanah 
bagi pemilik yang telah terdaftar. 
             Penanganan Aplikasi PAP biasnya dilakukan ecara kolektif, artinya 
masyarakat menyerahkan dokumen persyaratan kepada ketua RT, Kemudian 
ketua RT melakukan pengecekan terhadap dokumen tersebut dan mengurus 
persyaratan pendukung yang disediakan desa/kelurahan serta yakin sesuai sengan 
permintaan, maka ketua RT menyerahkan dokumen tersebut kepada tim ajudikasi. 
Sementara itu, peran dari aparat desa biasanya berkaitan dengan penyedian 
pernyataan tertulis apabila ada dokumen (yang merupakan persyaratan ) hilang, 
atau tidak ditemukan memverifikasi salinan(fotocopy) dokumen dan menerbitkan 
kartu identifikasi apabila diperlukan letter C atau Grik atau surat jual beli dab 
dokeumn lain seperti foto kopi KTP dan KK, surat tanda lunas PBB sebagaimana 
tertulis dalam petunjuk dari Badan Pertanahan Nasional.32  
3.Prosdur Penerbitan Sertipikat 
1. Kegiatan Sebelum Penerbitan Sertipikat Tanah (Penetapan Hak atas 
Tanah) 
              Kegiatan pendaftaran tanah sebelum penerbitan sertifikat tanah berupa 
penetapan hak atas tanah dalam rangka kegiatan administrasi pendaftaran tanah 
terdiri dari: 
a) Konveksi Hak atas Tanah (pembuktian hak lama) 
Konveksi hak atas tanah dikenal sebagai istilah yang diciptakan oleh 
Undang-Undang Pokok Agraria dalam bagian kedua mengenai ketentuan-
                                                             
                        32 Adrian Sutedi.  Hak Atas Tanah dan Pendaftaranya. ( Cet. II:  Jakarta:  sinar 
grafika, 2012) h.  85 
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ketentuan konversi. UUPA tidak memberikan definisi terkait konversi 
tersebut. Konveksi hak atas tanah adalah sebagaimana pengaturan hak atas 
tanah tanah yang ada sblum berlakunya UUPA untuk masuk dala sistem 
dari UUPA.33yaitu kegiatan menyesuaikan (bukan memperbarui) hak-hak 
lama menjadi hak-hak baru yang dikenal dalam UUPA. Baik hak itu 
bersifat publik maupun private yang dimiliki oleh orang-sorang atau badan 
hukum privat atau publik. Kemudian dalam sistem pendaftaran tanah 
menurut peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaa 
konveersi tersebut masuk dalam bagian pembuktian hak dan 
pembukaanya, dalam hal ini tentunya hak lama. 
             Latar belakang pemberlakuan konversi ini didsarkan pada 
pemikiran bahwa Hukum Agraria di indonsia di dasarkan pada hukum 
adat, hal  itu di artikan bahwa hukum agrarian harus sesuai kesadaran 
hukum dari  rakyat banyak yang hidup dan berkembang dinamis sesuai 
dengan tuntutan zaman. Hukum adat yang di maksudkan dalam hal ini 
sesuai penjelsan umum angka III ayat (1) UUPA adalah hukum asli dari 
rakyat indonesia yang di sempurnakan dan disesuaikan dengan kpentingan 
masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubunganya dengan 
dunia internasional, atau hukum indonesia asli yang tiudak tertulis dalam 
bentuk perundangan-unfangan Republik Indonesia. 
b) Pengakuan Hak dan Penegasan Hak 
                 Pengakuan dan penegasan hak merupakan bagian dari kegitan 
konversi hak atas tanah hak lama, namun hanya untuk bekas hak milik 
adat, sedangkan untuk bekas hak-hak barat setelah tanggal 24 september 
                                                             
                   33 A.P Perlindungan, Kapita Selekta Hukum Agraria (Cet I; Bandung:  Alumni, 1981) h. 
50 
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1980 (sesuia keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979), tidak dapat lagi 
dilaksanakan konversi siatasnya, kendati masih ditemukan bukti-bukti 
lama dan hanya dapat dilakukan pemberian hak atas tanah. 
                Dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 
1997  diatur bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap 
alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukaan hak 
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan pengusaan fisik bidang tanah yang 
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut 
oleh pemohon pendaftaran atau pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: 
 Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara 
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, 
serta diperkuat oleh ksaksian orang-orang yang dapat dipercaya. 
 Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama penguuman 
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 tidak 
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau 
desa/kelurahan yang bersangkutan atraupun pihak lainya. 
          Kemudian proses selanjutnya dari pengakuan hak tersebut 
adalah dilakukan dengan pengukuran, penelitian data yuridis dan 
pengumuman sebagaimana dilakukan terhadap proses konversi.34 
a) Pemberian Hak Atas Tanah (Pembuktian Hak Baru) 
            Dalam pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan pasal 37 UUPA 
disebutkan bahwa terjadinya hak atas tanah salah satunya melalui 
penetapan pemerintah.  Penetapan Pemerintah tersebut selain dilakukan 
                                                             
                   
34
  Yamin Lubis dan  Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftran Tanah (cet. III; Bandung 
CV. Mandar  maju, 2012 )  h. 115 
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terhadap obyek tanah yang bukti haknya merupakan hak-hak lama (baik 
bekas hak barat maupun bekas hak adat) juga yang lebih tegas 
dilakukan terhadap obyek tanah yang statusnya berasal dari tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara. Isis dari penetapan pemerintah tersebut 
adalah pemberian atau penetapan hak atas tanah kepada subyek hak baik 
perorangan maupun badan hukum dengan obyek suatu bidang tanah 
tertentu. 
            Berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 pembebrian hak atas tanah termasuk dalam kategori 
pembuktian hak baru. Pembuktian hak baru tersebut di dahului dengan 
suatu penetapan pemberian hak atas tanah dari pejabat yang berwenang 
membiarkan hak tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b)  Penolakan Pemberian Haka Atas Tanah 
           Tentang penilaian hak atas tanah ini tidak ada ketentuan yang 
tegas mengaturnya baik yang menjelaskan menegenai penegertian dari 
penolakan hak maupun tata caranya sebagaimna diatur dalam peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, namun 
terdapat formulir isian 401 a dari lampiran peraturan Menteri 
Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tersebut yang 
mencantumkan contoh yang akan diajadikan acuan dalam pembuatan 
keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota tentang penolakan 
permohonan haknatas tanah. 
          Penerbitan  keputusan tentang penolakan hak atas tanah tersebut 
didasarkan atas tidak terpenuhinya syarat-syarat atau kelengkapan 
permohonan yang telah ditentukan baik dalam hal data yuridis maupun 
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data fisiknya dan tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah menurut 
ketenruan perturan perundangan-perundangan yang berlaku sehingg hk 
atas tanah tersebut tidak dapat dikabulkan/ditolak. 
c)  Redistribusi Tanah dan Konsolidasi Tanah 
            Redistribusi tanah didasarkan kepada undang-undang Nomor 56 
Prp. Tahun 1960 dan peraturan pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. 
Redistribusi tanah adalah pembagian kembali tanah kepada petani 
penggarap yang obyek tanahnya adalah tanah pertanian yang berasal 
dari tanah kelebihan batas masimum, tanah terkena absentee.  
            Sedangkan konsolidasi tanah belum ada pengaturan setingkat 
Undng-umdamg dan peraturan pemerintah. Tetapi hanya tersira dari 
pasal 14 UUPA dengan membuat perencanaan atas peruntukan, 
penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Kemudian diatur juga 
dalam Peraturan Kepala Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991, 
pengertian konsulidasi tanah adalah kebijakan pertanahannmengenai 
penataan kembali  penguasaan dan penggunaan tanah unutk kepentingan 
pembangunan untuk mrningkatkan kualitas lingkungan dan 
pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat. Obyeknya adalah tanah Negara nonpertanian dan tanah hak 
di perkotaan dan tanah pertanian di pedesaan. 
d) Perwakafan Tanah 
           Perwakafan tanah dapat dimasukan dalam kategori pengasingan 
tanah (lan-alenation) karena pengertyian wakat adalah perbuatan 
hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta 
benda milik untuk dimanfaatkan selamanya guna kepeerluan ibadah dan 
atau kesejahteraan umum menurut syari’ah, namun dalam kaitanya 
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dalam administrasi pendaftaran tanah, wakaf masuk dalam kategori 
penetapan hak atas tanah karena terdapat kegiatan penetapan wakaf 
tersebur melalui keputusan pejabat  yang berwenang.   
 
2. Kegiatan Setelah Penerbitan Sertipikat Tanah (Pendaftaran Karena 
Perubahan Data Yuridis) 
             Berdasarkan ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997, pendaftaran tanahkarena perubahan data yuridis termasuk dalam lingkup 
pemeliharaan data pendaftaran tanah, perubahan data yuridis tersebut terjadi 
misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah 
yang sudah terdaftar. 
             Sedangakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
1997  tentang Bea Perolehan Haj Atas Tanah  dan bagunan, perubahan data 
yuridis ini disebut dengan istikah perolehan hak atas tanah (land accusation) 
yakni perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas 
tanah atau bangunan oleh orang pribadi ataupun badan, yang meliputi pemindahan 
hak dan pemberian hak baru. Pemindahan hak terjadi karena jual beli, tukar-
menukar , hibah wasiat, pemasukam dalam perorangan atau badan hukum lainya, 
pemisahan hak yang  mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, 
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai keputusan hakum tetap dan hadiah. 
Sedangkan pemberian hak baru terjadi karena kelanjutan pelepasan hak dan diluar 
pelepasan hak.  
            Sebenarnya isilah peralihan hak atas tanaah dengan pemindahan hak atas 
tanah tidak ada pernedaan yang tegas sebagaimna diatur dalam peraturan 
pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Terkadang dapat dikesanakn bahwa peralihan 
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hak dan pemindahan hak di artikan sama, terkadang peralihan hak bagian dari 
pemindahan hak dan sebaliknya. 
             Terdapat perubahan data yuridis dalam pendaftaran tanah tersebut terdiri 
dari: 
a) Peralihan Hak Atas Tanah 
b) Pemindahan Hak Atas Tanah  
c) Perpanjangan Jangka waktu Hak Atas Tanah 
d) Pembaharuan Hak Atas Tanah 
e) Perubahn Hak (peningkatan atau penurunan hak atas tanah) 
f) Pembatalan Hak Atas Tanah 
g) Pencabutan Hak 
h) Pembebanan Hak Ata Tanah (land Encumbering) 
i) Putusan/ Penetapan Pengadilan 
j) Perubahn Nama 
k) Hapusnya Hak Atas Tanah 
l) Penggantian Sertifikat 
4.Fungsi sertipikat Hak Atas Tanah 
          Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat serta 
memberikan rasa aman dan tentram bagi pemiliknya, segala sesuatu akan mudah 
diketahui sifatnya pasti, bahkan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.35 
         Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang 
Pokok Agraria, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. Dengan demikian sertipikat hak atas tanah yang 
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 Nae fandri Entiman,  Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah yang sudah 
bersetifikat (Cet. I; Surabaya;  Prestasi Pustaka, 2015) h. 65 
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ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan  tersebut sebagai surat tanda bukti 
hak, jadi sidah dijamin mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian 
yang kuat mengenai pemilikan terhadap hak atas tanah. 
        Walaupun fungsi utama sertipikat hak atas tanah adalah sebagai alat bukti, 
tetapi dalam kenyataanya sertipikat bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti 
kepemilikan hak atas tanah. Pada dasarnya kekuatan pembuktian hak sertipikat 
pengganti hak atas tanah sama kedudukanya seperti halnya sertifikat asli. Apabila 
suatu bidang tanah telah dimintakan penerbitan sertifikat pengganti maka secara 
yuridis sertifikat asli yang dikeluarkan sebelumya menjadi tidak berlakudemi 
hukum karna sudah diterbitkan sertifikat pengganti oleh Badan Pertanahan 
Nasional. Hal tersebut didukung dengan adanya asas pubilisitas yang dianut oleh 
Indonesia sehingga apabila ada pihak lain yang merasa keberatan dengan 
diterbitkanya hak atas tanah tersebut maka mengajukan keberatanya disertai 
dengan bukti yang menguatjan keterangnya. Hal tersebut melindungi kepentingan 
hukum pemegang hak terhadap segala gangguan yang diakibatkan 
penyalahgunaan sertifikat asli yang dikeluarkan sebelumnya.  
6. Macam-Macam Alat Bukti Hak Atas Tanah 
         Sebelum berlakunya UUPA dikenal dua macam kepemilikan hak atas 
tanah yaitu: 
1) Letter C/D 
       Letter C/D adalah dokumen yang dimiliki pemilik tanah (tamah adat) 
hal tersebut sebelum di undangkannya UUPA tahun1960 sehingga belum 
dikenal sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan hak. Fungsi letter  C/D 
yaitu dokumen kepemilikan hak yang dipunyai pemilik tanah karena telah 
mendaftarkan tanah yang dimilikinya di kantor desa sebagai alat bukti 
telah di daftarkannya tanah tersebut yang kemudian dicatat/dibukukan 
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dalam buku C Desa letter C/D juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
perpindahan tanah daru satu orang kepada orang lain. 
2) Petuk Pajak 
Petuk pajak diterbitkan untuk penarikan pajak semata karena pada jaman 
dahulu dilakukan pendaftaran tanah yang dapat menghasilkan alat bukti 
kepemilikan hak yang berupa sertifikat. Sehingga petuk pajak digunakan 
sebagai alat bukti bahwa pemilik hak atas tanah adat sudah membayar 
kewajubanya membayar pajak atas tanah yang dimilikinya. Petuk pajak 
juga dapat digunakan sebagai alat bukti hak dan dapat dipindah tangankan.  
          Setelah diberlakukanya UUPA tahun 1960 letter C/D dan petuk pajak sudah 
tidak diterbitkan lagi namun apabila masih ada akan tetap diakui oleh pemerintah 
dengan catatan harus segera dilakukan pendaftaran tanah yang akan memperoleh 
sertifikat hak atas tanah sebagai satu-satunya bukti kepemilikan hak. Setelah 
berlakunya UUPA dikenal PBB yang merupakan bukti bahwa penguasa atau 
pemegang hak atau bagunan telah melakukan kewajiban untuk membayar pajak 
terhadap obyek pendaftaran tanah yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. Sesungguhnya PBB bukan alat bukti kepemilikan hak atas 
tanah, karena satu-satunya bukti kepemilikan hak yang diakui oleh undang-
undang adalah sertifikst hak atas tanh. 
7. Sertifikat Pengganti 
         Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur tentang penerbitan 
sertifikat pengganti, yang mana pada intinya sertifikat pengganti ini bisa 
diterbitkan di kantor Badan Pertanahan atas permohonan pihak yang 
berkepentingan, apabila setifikat hak atas tanahnya terjadi kerusakan, hilang dan 
lain sebagainya, hanya saja apabila sudah diterbitkan sertifikat pengganti oleh 
kantor pertanahan, sertifikat hak atas tanah yang lama akan diibatalakan, hal ini 
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dilakukan menjaga kemungkinan di salah gunakanya sertifikat hak atas tanah 
yang lama oleh pihak lain yang berkepentingan akan hal tersebut. 
         Pengertian sertifikat pengganti pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan 
sertifikat hak atas tanah, hanya saja sertifikat pengganti adalah salinan sertifikat 
yang rusak ataupun hilang. Sertipikat pengganti bisa diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan atas permintaan pemegang hak atas tanah. Namun didalam sertipikat 
pengganti nantinya oleh Kantor Pertanahan akan dicatat atau diberi penjelasan 
bahwa sertipikat tersebut adalah sertipikat pengganti tersebut tetap sama dengan 
sertipikat sebelumnya. 
8. Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah 
             Pada tanggal 8 Juli 1997 ditetapkan dan diundangkanya Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftyaran Tanah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia No. 97 Tahun 1997) sedangkan penjelasanya terdapat dalam 
Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia No.3696. sebelumnya 
telah ada Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, yang sejak tahun 1961 
mengatur pelasanaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 
undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960. 
             Masalah tanah di Indonesia telah mendapat perhatian yang sangat luas 
dan mendalam di kalangan masyarakat. Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria 
(UUPA) memerintahkan diselenggarakanya pendaftaran tanah tersebut kemudian 
diatur lebih kanjut dengan Peraturan Pmerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tamah di seluruh Indonesia. 
             Kondisi masyarakat Indonesia hingga saat ini masih sangat tergantung 
pada kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha sebagian besar yang bersifat agraris 
sehingga tanah merupakan tumpuan harapan bagi masyarakat guna dapat 
melangsungkan asas dan tata kehidupan. 
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                 Asas pendaftaran tanah yang di anut dalam undang-undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yaitu berasarkan asas 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Untuk objek pendaftaran 
tanah diatur daloam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut:36 
1. Objek Pendaftaran Tanah meliputi: 
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan milik, hak guna usaha, 
hak guna bangunan dan hak pakai 
b. Tanah hak pengelolaan 
c. Tanah wakaf 
d. Hak milik atas satuan rumah susun 
e. Hak tanggungan 
f. Tanah Negara 
2. Dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara 
membekukan sebidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar 
tanah .  
C. Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Palsu Dan Sertipikat Ganda 
1. Sertipikat palsu  
           Sertipikat palsu adalah sertipikat yang data pembuatanya palsu atau 
dipalsukan, tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya 
dipalsukan dan balanko yang di pergunakan untuk membuat sertipikatnya 
merupakan blanko yang palsu/bukan blanko yang dikeluarkan oleh Badan 
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Pertanahan Nasional.37 berdasarkan  pengertian tersebut sertipikat palsu ada 2 
(dua) macam, yaitu: 
1. Sertipikat palsu, maknanya sama dengan diatas seluruh keterangan di 
palsukan 
2. Sertipikat asli atau palsu, yaitu sebagian dari kleterangan diblanko d 
palsukan. 
2. Sertipikat Ganda 
                        Sertipikat Ganda adalah sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah 
yang sama. Jadi dengan demikian satu bidang tanah di uraikan dengan 2 (dua) 
sertikat atau lebih yang berlainan datanya. Hal semacam itu disebut pula 
“sertifikat tumpang tindih” baik tumpang tindih seluruh bidang maupun tumpang 
tindih sebagian dari pada tanah tersebut. 
           Tidak termasuk dalam kategori sertipikat ganda yaitu: 
1) Sertifikat yang diterbitkan sebagai pengganti sertipikat yang hilang. 
2) Sertifikat yang diterbitkan, sebagai pengganti sertipikat yang rusak. 
3) Sertifikat yang diterbitkan, sebagai pengganti sertipikat yang dibatalkan. 
4) Tidak dikategorikan juga sebagai sertipikat ganda yaitu sertipikat hak 
bagunan diatas hak milik maupun diatas hak pengelolaan, karena menurut 
peraturan perundangan yang berlaku hal yang dimaksud memang 
dimungkinkan. 
          Sertipikat ganda sering terjadi diwilayah yang masih kosong, belum 
dibangun dan daerah perbatasan kota dimana untuk lokasi tersebut belum ada 
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peta-peta pendaftaran tanahnya. Ada beberapa hal faktor-faktor terjadinya 
sertipikat ganda.38 
a. Pada waktu dilakukan pengukuran ataupun penelitian dilapangan, pemohon 
dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas-batas 
yang salah. 
b. Adanya surat bukti atau pengakuan hak dibelakang hari terbukti mengandung 
ketidak benaran, kepalsuan atau sudah tidak berlaku lagi. 
c. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftarean tanahnya. 
         Untuk mencegah timbulnya sertipikat ganda, maka badan Pertanahan 
Nasional telah memprogramkan pengadaan peta pendaftaran tanah. Tetapi dengan 
mengingat pengadaan peta tanah ini, memerlukan dana dan waktu, maka 
pengadaanya dilakukan secara bertahap melalui pendekatan pengukuran desa 
demi desa, sesuai yang tercantum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961, tentang pendaftaran tanah. 
D. Proses Penyelesaian Sengketa yang Berkaitan Dengan Sertipikat Palsu dan                         
Sertipikat Ganda 
            Secara umum segala permaslahan pertanahan yang dilaporkan kepada Kantor 
Pettanahan Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan. 
Mekanisme penyelesaian hak atas tanah tersebut dibagi dalam beberapa tahap 
yaitu: 
a. Pengaduan 
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Dalam tahap pengaduan biasanya sengketa hak atas tanah yang berkaitan 
dengan sertipikat hak atas tanah biasanya berisikan hal-hal peristiwa-
peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon atau pengadu adalah 
yang berhak atas tanah yang disengketakan. 
b. Penelitian. 
Penelitian kasusu tersebut bisa silakukan dengan: (1)  pengumpulan data 
administrasi: (2) penelitian fisik di lapangan. 
c. Pencegahan mutasi  
Atas dasar petunjuk ataupun perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap tanah yang 
mengalami sengketa dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan berupa 
pencegahan atau penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk 
perubahan (mutasi) yang dilakukan terhadap bidang tanah tersebut. 
d. Musyawarah   
Langkah-langkah pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa sering 
berhasil diddalam penyelesaian sengketa. Pihak yang membantu 
penyelesaian musyawarah yaitu pihak mediator (Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota). 
e. Pencabutan atau pembatalan surat Keputusan Tata Usaha Negara di bidang 
Pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. 
f. Penyelesaian melalu pengadilan Apabila usaha musyawarah yang telah 
dilakukan gagal maka kepada yang bersangkutan diserahkan untuk 
mengajukan masalahnya kepada Pengadilan Negeri di wilayah hukum para 
pihak berada.39 
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            Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007, 
menjelaskan pengertian PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah pejabat 
umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai 
perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas satuan 
rumah.  
E. Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan Tanah Dalam Islam 
1.  Kepemilikan Tanah Dalam Islam 
          Kepemilikan tanah dalam Islam tidak mengenal zamindari  atau sistem tuan 
tanah atau feodalisme. Karena, pertama sistem pemililikan atau penguasaan tanah 
zamindari bertentangan prinsip distribusi kekayaan yang adil. Kedua, sistem 
zamindari  merintangi pemanfaatan tanah, karena tanah yang tidak terpakai 
merupakan hal yang mubadzir.40 
         Dalam Islam tanah dapat dimiliki dengan cara memagari (tahjir), diberikan 
secara Cuma-Cuma oleh khalifah (iqta’), bisa juga dengan menghidupkan tanah 
mati (ihya al-Mawat), bisa dengan waris, dan dengan cara membeli. Tanah 
tersebut akan menjadi milik dia selamanya jika ia terus mengelola dan tidak 
membiarkanya kosong. Jika dikemudian hari ia membiarkan tanah tersebut 
kosong selama tiga tahun maka kepemilikanya tersebut akan dicabut oleh negara. 
          Seperti telah dijelaskan diatas bahwa diantara sebab-sebab kepemilikan 
tanah adalah: 
1. Ihya al-Mawat 
       Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak 
dimanfaatkan oleh satu orangpun. Sedangkan menghidupkanya adalah 
                                                             
                     
40Abdul Mannan,  Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Amanah, 
Bunda Sejati, 1997) h.79 
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mengolahnya dengan menanaminya baik dengan tanaman atau pepohonan 
atau dengan mendirikan bangunan diatasnya  
2. Iqta 
       Iqta disebut juga tanah hadiah. Sistem ini pada zaman Rasulullah 
mempunyai akibat yang jauh jangkauanya terhadap sistem tanah diarab. 
Iqta merupakan ketetapan pemerintah tentang penentuan lahan kepada 
seseorang yang dianggap cakap untuk menggarap tanah tersebut baik 
sebagai hak  milik maupun hak pemanfaatan lahan.pemberian bantuan ini 
dalam pelaksanaanya berbeda-beda, adakalanya penerima bantuan hanya 
diberi hak untuk mengambil keuntungan atau manfaat tanah tersebut tanpa 
berhak untuk memiliki atau menjual tanah tersebut dan adakalnya mereka 
berhak mengambil manfaat , menjual dan mewariskanya.  
              Bentuk pemberian hadiah atau bantuan ini diberikan kepada dua 
kelompok berdasarkan kondisinya. Pertama, diberikan kepada orang-orang yang 
mampu  mengelolah tanah itu sendiri  untuk memperbaiki kehidupan mereka 
kembali. Kedua, kepada orang-orang yang bekerja sebagai pengabdi masyarakat 
sehingga tidak dapat mengelolahnya sendiri. Mereka menyuruh orang lain untuk 
mengelolah tanah tersebut dan membagi hasil maupun pendapatanya kepada 
orang-orang tersebut. 
            Pemberian bantuan ini dalam pelaksanaanya berbeda-beda, adakalanya 
penerima bantuaanya hanya di beri hak untuk mengambil keuntungan atau 
manfaat tanah tersebut tanpa berhak untuk memiliki atau menjual tanah tersebut. 
Namun adakalanya mereka berhak untuk mengambil manfaat tanah tersebut dan 
juga berhak untuk memiliki tanah tersebut bahkan menjual dan mewariskanya.41 
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      Adapun cara-cara memperoleh kepemilikan tanah menurut hukum Islam, 
yaitu: 
           1. Jual beli 
           2. waris 
           3. Hibah 
           4. ihya’ul mawat (menghidupkan tanah mati) 
           5. tahjir ( membuat batas pada tanah mati) 
           6. Iqhta’ (pemberian negara kepada rakyat)42 
            Seseorang dapat memakmurkan sebidang tanah yang diduga kuat sebagai 
tanah kosong atau tidak bertuan selama tiga tahun, namun jika dikemudian hari 
datang orang lain dan ia dapat membuktikan bahwa tanah  itu sebagai miliknya, 
maka dapat dipilih penyelesaian terhadap masalah ini. Pertama pemilik tanah 
dapat meminta dikembalikan tanah tersebut dari penggarap setelah ia membayar 
upah kerja. Kedua, pemilik tanah mengembalikan pemilikan tanah kepada 
penggarap setelah ia menerima bayaran dari penggarap. :  
 
2. Hak Pemilik Tanah 
           Selain mengatur kewajiban pemilik tanah negara Islam juga mengatur dan 
melindungi hak-hak pemilik tanah. Adapun hak-hak pemilik tanah yang diberikan 
oleh khalifah adalah: 
a. Hak membeli dan menjual tanah 
             Pemilik tanah berhak untuk membeli dan menjual tanahnya sesuka hati 
sesuai dengan kebetuhan mereka. Hal inipun yang banyak dilakukan oleh para 
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sahabat Nabi. Mereka menjual dan membeli tanah kharaj dengan bebas dan 
membayar pajaknya. 
b. Hak berkehendak  
             Pemilik tanah berhak untuk mewariskan sepertiga dari tanahnya. Selain 
itu mereka juga berhak untuk memberikan tanahnya kepada kerabatnya, teman 
ataupun kepada orang yang tidak dia kenal sekalipun. 
c. Hak untuk menyerahkan tanah Kepada Badan Amanah 
              Menurut negara Islam pemilik tanah berhak memberikan tanahnya 
kepada badan amanah demi kepentingan masyarakat umum. 
d. Hak memberi kepada seseorang untuk menggunakanya 
              Pemilik tanah berhak memberikan tanahnya untuk digunakan atau 
dimanfaaftkan kepada orang lain tanpa adanya perpindahan kepemilikan tanah 
tersebut.43 
F. Tinjauan Tentang peneyelesaian Atas Tanah  
     1. Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Instansi BPN 
         a.Pengaduan/Keberatan dari Masyarakat  
          suatu sengketa hak atas tanah itu timbul adalah karena adanya 
pengaduan/keberatan dari orang / badan Hukum yang berisi kebenaran 
dan tutntutan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang 
pertanahan yang telah di tetapkan oleh pejabat TUN di lingkungan BPN, 
dimana keputusan Pejabat tersebut disakan merugikan hak-hak mereka 
atas suatu bidang tanah tertentu. 
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             Dengan adanya pengaduan tersebut, mereka ingin mendapat 
peneyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta 
merta dari pejabar yang berwenang untuk itu. 
              Adapun sengketa hak atas Tanah adalah meliputi beberapa 
macam antara lain mengenai status tanah, siapa-siapa yang berhak, 
terhadap bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar  pemberian hak atau 
pendaftaran buku tanah sebabagainya. 
          b. Penelitian dan Pengumpulan data  
               setelah menerima pengaduan berkas dari masyarakat tersebut 
diatas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan 
mengadakan penelitian terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan ini 
dapat diproses lanjut atau tidak dapat. 
                Selanjutnya setelah lengkap data yang diperlukan kemudian 
diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut 
yang meliputi segi proses kewenangan dan penerapan hukumnya. 
c. Pelayanan secara Musyawarah 
                Terhadap sengketa hak atas tanah yang disampaikan ke BPN 
untuk dimintakan penyelesaoia, apabila bisa dipertemukan pihak-pihak 
yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara 
musyawarah ini seringkali BPN diminta sebagai mediator didalam 
penyelesaian sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati 
pihak-pihak yang bersengketa. 
               Dalam hal tercapainya penyelesaian secara musyawarah seperti 
ini, harus pula disertai dengan bukti tertulis sejak permulaan, yaitu dari 
surat pembegritahuan untuk para pihak, Berita Acara Rapat dan 
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selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam Akta 
Pernyataan Perdamaian yang bila perlu dihadapkan Notaris sehingga 
mempunyai kekuatan pembuktian yang senpurna. 
2. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan 
             Apabila penyelesaian melalui musyawarah diantara para pihak 
yang bersengketa tidak tercapai, demikian diantara para pihak yang 
bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara 
sepihak dari kepala BPN karena mengadakan serta merta (peninjauan 
kembali) atas keputusan TUN yang telah dikeluarkany, tidak dapat 
diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaian harus 
melalui pengadilan. 
              Selama menunggu putusan pengadilan, sampai adanya putusan 
yang bekekuatan hukum tetap, dilarang bagi pejabat TUN yang terkait 
untuk mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan. 
              Hal ini dimaksudkan untuk untuk menghindari masalah 
dikemudian hari yang menimbukan kerugian bagi pihak-pihak yang 
berperkara, untuk itu pejabat TUN harus menerapkan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik yaitu untuk melindungi semua pihak sambil 
menunggu putusan hakim. 
               Kemuudian apabila sudah ada putusan hakim yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap , maka kepala kantor Peratanahan Nasional yang 
bersangkutan mencabut suatu keputusan TUN di bidang pertanahan yang 
telah diputuskan.44 
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BAB III 
METODE PENELITIAN         
A. Jenis Penelitian 
               Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
,pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data 
lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi.45 Terkait dengan penelitian yang akan diteliti maka jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (field research), adalah penelitian 
secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu tujuan untuk mendapatkan 
data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Serta mencari 
informasi yang akurat dan mencari fakta-fakta yang terjadi di lapangan kemudian 
menarik sebuah kesimpulan. 
               Penelitian ini bersifat deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah 
proses yang menghasilkan data deskriptif yang memberikan data kata-kata tertulis 
maupunlisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan menggambarkan 
secara tepat suatu individu, keadaan, gejala tau kelompok tertentu atau untuk 
menentukan peyebaran suatu gejala, atau untuk menetukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala lain dalam masyrakat.46 
              Penelitian hukum ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif analisis 
Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 
gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil 
penelitian yang dilakukan peneliti.47 
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               Penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan 
caramenggambarkan atau mendeskripsikan faktor-faktor diterbitkannya sertipikat 
ganda hak atas tanah dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah 
bilamana terdapat penerbitan sertipikat ganda. 
B. Lokasi Penelitian 
             Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk 
menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat 
memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh 
penulis yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa di Jalan A. Mallomasang 
No.65, Sungguminasa. 
C. Pendekatan Penelitian 
             Adapun metode pendekatan penelitian yang akan di gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan 
syariat Islam seperti al-Qur’an dan Hadis yang relevan dengan masalah 
yang dibahas. 
2. Pendekatan perundang undangan,  
3. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada 
norma hukum yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut 
kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 
D. Sumber Data Penelitian 
             Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data dapat 
diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
data primer dan sekunder, merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari 
penelitian analisis, kepustakaan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku mengenai 
hal terkait dan juga dokumentasi., yang merupakan hasil penelitian dan hasil 
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olahan orang lain yang sudah tersedia, buku-buku dan dokumentasi yang biasanya 
disediakan dari berbagai sumber seperti perpustakaan maupun milik pribadi 
peneliti. 
1.  Sumber Data Primer 
                Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku 
warga masyarakat, melalui penelitian. Sumber data ini diperoleh peneliti melalui 
observasi langsung atau pengamatan dengan cara melakukan wawancara terhadap 
informan. Informan merupakan orang yang menjadi sumber informasi untuk 
pengumpulan data penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh 
peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada petugas Kantor Pertanahan 
Kabupaten Gowa yaitu bagian Kepala Sub Pendaftaran Pertanahan, Kasubsi 
Sengketa dan konflik Pertanahan, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan dan 
Kepala Seksi, Konflik dan Perkara). Dari kegiatan tersebut akan diperoleh 
informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu faktor-faktorapa saja 
yang menyebabkan diterbikatnya kepemilikan sertipikat ganda hak atas tanah oleh 
Kantor Pertanahan. 
              Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan yang terdiri dari :48 
     a.  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
     b.  Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
     c.  Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
     d.  Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No.10 
          Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 
     e.  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
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     No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
No.24  Tahun 1997. 
2.  Sumber Data Sekunder 
              Data sekunder dapat diperoleh antara lain mencakup dokumen-dokumen 
resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan 
seterusnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari bahan 
hukum primer, sekunder dan tersier. 
           Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa tulisan-  
tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah, buku teks, hasil 
penelitian, jurnal, majalah-majalah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan 
masalah sertipikat ganda. 
3. Data Tersier  
               Data Tersier yaitu sumber atau bahan-bahan yang termuat dalam kamus-
kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks 
hukum dan semacamnya. Sumber data ini merupakan sumber data yang 
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
              Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data 
dan informasi yang dibutuhkan guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. 
Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena bertujuan mencari data dari 
berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian 
yang dikehendaki dan menghasilkan data yang valid, akurat serta dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk itu maka diperlukan penyusunan 
instrumen pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan 
data yang digunakan. 
          Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 
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1. Observasi  
Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan 
pengamatan dan pencatatan seacara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki. 
Di dalam penegrtian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan 
pengamatan , meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 
dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan 
dengan penglihatan ,peniuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang 
dikatakan itu merupakan pengamatan langsung. 
2. Wawancara 
Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara 
sipewawanacara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 
interview guide (panduan wawancara).Dengan demikian wawancara dilakukan 
dengan pertanyaan yang “Open ended” (wawancara yang jawabannya tidak 
terbatas pada satu tanggapan saja) dan mengarah pada pendalaman informasi serta 
dilakukan tidak secara formal terstruktur.49 
Adapun yang narasumber yaitu wawancara langsung kepada petugas 
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yaitu bagian Kepala Sub Pendaftaran 
Pertanahan, Kasubsi Sengketa dan konflik Pertanahan, Kepala Sub Seksi Perkara 
Pertanahan dan Kepala Seksi, Konflik dan Perkara). 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang 
tertulis.Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-
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benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. 
Hasil penelitian dari observasi dan wawanara akan lebh kredibe. 
F. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “di uji validasi”.Uji validasi 
marupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu insturumen dikatakan valid 
apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin 
diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Adapun 
jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. panduan observasi, adalah alat bantu yang digunakan sebagai pedoman 
pengumpulan data pada proses penelitian.   
2. Pedoman Wawancara, adalah alat bantuberupa daftar-daftar pertanyaan 
yang diapakai untuk mem[eroleh informasi dari informan dalam 
mengumpulkan data. 
3. Data dokumentasi, Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya 
barang-barang yang tertulis.Dalam melaksanakan metode dokumentasi, 
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dan majalah. 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang 
menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari 
hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh baik yang diperoleh di 
lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan 
disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis. 
 
51 
 
 
 
H. Pengujian Keabsahan Data 
 Untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif 
maka harus didukung dengan data yang tepat pula. Derajat kepercayaan 
menggambarkan kesesuaian konsep penelitian dengan konsep yang ada pada 
sasaran penelitian. Data di peroleh dari informasi perlu diteliti kebenarannya 
dengan cara melakukan perbandingan data diperoleh dari informasi yang lain.  
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BAB IV 
ANALISIS PENYELESAIAN SERTIPIKAT GANDA PADA BADAN 
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) GOWA PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM 
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 
1. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gowa 
             Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. 
Mulai abad ke-15, kerajaan gowa merupakan kerajaan maritim yang besar 
pengarunya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama 
pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Suktan Hasanudin, 
Raja gowa XVI yang berani melawan voc Belanda pada tahun-tahun 
kolonialisasinya di indonesi. Kerajaan gowa pada akhirnya takluk kepada belanda 
lewat  Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai krajaan ini mampu 
memberikan warisan terbesarnya , yaitu pelabuhan makssar. Pelabuhan yang 
kemudian berkembang menjadi kota makassar . sedangkan kerajaan gowa 
sekarang merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. 
            Kabupaten gowa yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari kota 
makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kota makassar. Mulai dari 
bahan material untuk pembangunan fisiki, bahan pangan, terutama sayur-mayur, 
sampai aliran bersih dari waduk Bili-bili. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer 
persegi ini memiliki enam gunung, dimana yang tertinggi adalah Gunung 
Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui sungai jene berang yang di daerah 
pertemuanya dengan sungai jenelata di bangun waduk bili-bili.  
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          Kabupaten Gowa memiliki populasi penduduk 652.941 jiwa dengan 
kepadatan 346,7 jiwa/km dan memiliki 18 (Delapan Belas) Kecamatan dan ibu 
kotanya Kota sungguminasa dengan simbol khas daerah Markissa Malino. 
 
B.  Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kabupaten Gowa mempunyai posisi strategis karena berada di jalur lalu 
lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di sulawesi, dari wilayah 
kawasan Barat ke wilayah timur indonesia dan dari wilayah utara kewilayah 
selatan indonesia. Dengan kata lain kabupaten Gowa terletak pada 5o33’- 5o34’ 
Lintang selatan dan 120o38’- 120o-33’Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari 
wilayah dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian 10-2800 meter 
diatas permukaan air laut. Namun demikian wilayah kabupaten gowa sebagian 
besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur 
hingga selatan karena merupakan pegunungan Tinggimocong, Pegunungan 
Bawakaraeng-lompobatang dab batu reppe cindako. Dari total luas Kabupaten 
Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat, yaitu pada 
wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. 
Kabupaten gowa dilalui oleh banyak sungai demgan luas aliran yang terbesar 
adalah sungai jeneberang yaitu seluas 882 km2 dengan panjang sungai utama 90 
km. 
b. Luas dan batas wilayah Kabupaten Gowa 
         Luas dan batas wilayah administrasi Luas wilayah Kabupaten Gowa 
tercatat 1.883,32 km2 dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut: 
 Sebelah Utara :  kota makassar, Kabupaten Maros dan 
Kabupaten Bone 
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 Sebelah Selatan  : Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto 
 Sebelah Barat     : Kota Makssar dan Kabupaten Takalar 
 Sebelah Timur     : Kabupaten sinjai, Kabupaten Bantaeng dan 
Kabupaten Jeneponto 
           Secara administrasi Kabupaten Gowa terbagi atas 18 Kecamatan yaitu 
kecamatan Bajeng, Bajeng barat, Barombong, Biringbulu, Bontolempangan, 
Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo selatan, Bungaya, Manuju, 
Pallangga, Parangloe, Pattalassang,somba opu, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
dan kecamatan tompobulu. 
C. Gambaran Umum Kantor Badan Pertanahan Nasional Gowa 
a) Gambaran umum Kantor Kementrian Pertanahan Agraria dan Tata Ruang 
(ATR)  Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
            Kantor Kementrian Agraria dan Tata ruang (ATR)/ Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) adalah non kementrian di indonesia yang mempunyai tugas 
melaksankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 
perturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan kantor Agraria. BPN 
diatur melalui peraturan presiden Nomor 20 Tahun 2015. Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) mempunyai tugas melaksankan Nasional,regional, maupun 
sektoral. 
           Adapun agenda Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang  
adalah: 
1. Membangun kepercayaan masyarakat kepada Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) 
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftran tanah 
3. Memastikan pelayanan dan pelaksanaan pendaftran tanah 
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4. Menyelesaikan persyaratan atar pertanahan di daerah-daerah korban 
bencana alam dan daerah-daerah konflik seluruh tanah air. 
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah sengketa dan 
konflik pertanahan di seluruh indonesia secara otomatis.. 
6. Membangun sistem informasi dan Manajemen (SIMTANAS) bdan 
sistem pengamanan dokumen. 
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan 
pemberdayaan masyarakat. 
8. Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar. 
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-
undangan pertanhan yang di tetapkan. 
10. Menata kelembagaan. 
11. Mengembankan dan memperbaiki polotik dan kebijakan pertanahan. 
             Penilaian kinerja suatu instansi adalah kegiatan membandingkan antara 
hasil yang diperoleh atau kenyataan yang ada di lapangan dengan apa yang telah 
direncanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan visi dan misi kantor Pertanahan 
Nasional Dan Tata Ruang Yaitu:50 
Visi : 
       “memastikan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran 
rakyat” 
Misi : 
                                                             
             
50
 Sumber Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa 
56 
 
 
 
1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria 
yang adil dan berkelanjutan; 
2) Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; 
3) Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa konflik dan 
perkara); 
  Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam mewujudkan sasaran strategis 
tersebut melaksanakan: 
1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di 
Daerah; 
2) Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan di Daerah; 
3) Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah 
4) Program Penataan Agraria di Daerah; 
5) Program Pengadaan Tanah di Daerah 
6) Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang di Daerah. 
  b). Sususnan Organisasi Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/   
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
          Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Kabupaten Gowa di pimpin oleh satu orang Kepala Kantor yang 
mengawasi Satu Kpela Sub Bagian dan Lima Seksi. Masing-masing kepala seksi 
membawahi kepala Sub Seksi dan masing-masing Kepala Sub Seksi membawahi 
staf-stafnya. Demikian terjadi kepemimpinan secara hierarki dari atas sampai 
bawah: 
a. Sub Bagian Tata Usaha 
Tugas dari Bagian Tata Usaha adalah : 
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1. Memberikan pelayanan administrative kepada semua satuan organisasi 
Kantor Pertanahan 
2. Menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan 
perundang-undangan 
3. Melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan 
ruah tangga kantor 
           Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, maka dapat  dilihat 
fungsi dari sub bagian tata usaha adalah: 
1. Mengelola data informasi 
2. Menyusun rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas 
kinerja pemerintah 
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian 
4. Pelaksanaan urusan keungan dan anggaran 
5. Pelaksanaan urusan tata uasaha, rumah tangga, saran dan prasarana. 
b. Seksi survei, pengukuran dan pemetaan 
          Seksi ini mempunyai tugas melakukan survey, pengukuran dan 
pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, peratapan kerangka dasar, 
pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi 
tanah, serta penyiapan pembinaan surveyor dan pejabat penilaian tanah. 
c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftran Tanah 
           Bagian ini bertugas untuk mengurus pendaftaran, peralihan dan 
pembenaran hak atas tanah serta melakukan binbingan kepada Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
d. Seksi pengaturan dan penataan pemberdayaan 
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          Bagian ini bertugas untuk mengumpulkan data dan menyiapkan 
pengaturan, penggunaan tanah, dan perubahan penatagunaan tanah. 
e. Seksi pengendalian dan pemberdayaan 
          Bagian ini bertugas untuk menyiapkan dan melakukan pengendalian 
dan pemberdayaan tanah masyarakat. 
f. Seksi sengketa, Konfil dan perkara 
           Bagian ini mengatasi dan meneyelesaikan sengketa, konflik dan 
perkara yang timbul dalam pelaksanaan maupun hasil dari kegiatan serta 
menjadi wakil di pengadilan karena adanya sengketa, konflik dan perkara 
yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur musyawarah/mediasi. 
           Adapun susunan organisasi kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/ Badan Pertanhan Nasional Kabupaten Gowa adalah sebagai 
berikut:51 
Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Badan Pertanahan Nasional 
Gowa 
 
 
NO 
 
NAMA 
 
JABATAN 
1.  
 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
Awaludin S.H, M.H 
 
 
Dr. Fatmawati, M.H 
 
Muliati S.E 
 
 
Sitti Djauhari, S.E 
 
 
Hermisyam, S.H 
Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Gowa 
 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
 
Kepala Urusan Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan 
 
Kepala Urusan Umum dan 
Kepegawaian 
 
Kepala Urusan Keuangan dan BMN 
                                                             
             51 Sumber Data Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa 2018 
59 
 
 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
 
18. 
 
 
 
19. 
 
Abidin, S.H 
 
Andi Farida Tenrisanna, S.P 
 
 
Anwar Hasan 
 
 
Ipa Masnaeni, S.E 
 
 
 
Dahliah, S.H 
 
 
 
Marlia, S.H 
 
 
Misniati Sinaga, S.H 
 
 
 
Sitti Nur Aida 
 
 
 
Taufik, S.H 
 
 
Anugrah Purnama, S.Tr 
 
 
Andi Faizal Irwan, S.ST 
 
 
Kamarudin, S.H, M..H 
 
 
Andi Abdi Islam, S.ST 
 
 
 
Wendy Amelia Triana, S.H 
 
 
Kepala Seksi Penataan Pertanahan 
 
Kepala Sub Seeksi Penatagunaan 
Tanah dan Kawasan Tertentu 
 
Kepala Sub Seksi Landreform dab 
Konsolidasi Tanah 
 
Kepela Sub Seksi Pemenfaatan 
Tanah Pemerintah dan Penilaian 
Tanah 
 
Kepala Sub Seksi Fasilitasi 
Pengadaan dan Penetapan Tanah 
Pemerintah 
 
Kepala Seksi Penanganan Masalah 
dan Pengendalian Pertanahan 
 
Kepala Sub Seksi Penanganan 
Sengketa  Konflik dan Perkara 
Pertanahan 
 
Kepala Sub Pengendalian 
Pertanahan 
 
 
Kepala Seksi Infra Struktur 
Pertanahan 
 
Kepala Sub Seksi Pengukuran dan 
Pemetaan dasar dan Tematik 
 
Kepala Sub Seksi Pengukuran dan 
Pemetaan Kadastral 
 
Kepala Seksi Hubungan Hukum 
Pertanahan 
 
Kepala sub Seksi penetapan Hak 
Atas Tanah dan Pemberdayaan Hak 
Atas Tanah Masyarakat 
 
Kepala Seksi Pendaftaran Hak Atas 
Tanah 
60 
 
 
 
D. Penyebab  Terjadinya Kasus Sertipikat Ganda di BPN Gowa 
             Pendaftaran tanah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya 
kepastian hukum di seluruh wilayah Indonesia, akibat hukum dari pendaftaran 
tanah itu adalah berupa diberikannya surat tanda bukti hak yang lazim dikenal 
dengan sebutan sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat 
terhadap pemegangan hak atas tanah. Sertipikat tanah yang diberikan itu akan 
memberikan arti dan peranan bagi pemegang hak yang bersangkutan. 
             Tanah sekarang sudah merambah kepersoalan sosial yang kompleks dan 
memerlukan pemecahan dengan pendekatan yang komperhensif. Perkembangan 
sifat dan subtansi kasus sengketa pertanahan yang dapat dilaksanakan melalui 
hukum administrasi, tapi kompleksitas tanah tersebut sudah merambah kepada 
ranah politik, sosial, budaya dan terkait dengan persoalan nasionalisme.  
             Tidak sedikit korban yang jatuh karena mempersoalkan atau 
mempertahankan beberapa persegi tanah saja. Dari tahun ketahun, jumlah kasus di 
bidang pertanahan di indonesia terus meningkat. Dalam kurun dua tahun saja, 
jumlah kasus tanah yang dilaporkan Badan Pertanahn Nasional meningkat tiga 
ribu kasus. 
            Kurangnya transfaransi dalam hal penguasaan dan pemilikan tanah 
disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah, 
serta kurang transparanya informasi yang tersedia di masyarakat merupakan salah 
satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa tanah. Hal ini menyebabkan 
terkonsentrasinya penguasaan dan pemilikan tanah dalam hal luasan di pedesaan 
dan jumlah bidang tanah di perkotaan, hanya pada sebagian kecil masyarakat. Di 
sisi lain persetifikatan tanah tampaknya masih cenderung kepada akses 
permintaan. 
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           Jika di cermati konflik yang paling dominan terjadi yaitu anatara 
masyarakat dan Pemerintah atau perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. 
Misalnya kasus yang sering terjadi adalah permaslahan sertifikat ganda atau 
kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah. 
            Penyebab lainya dari sengketa pertanahan adalah nilai ekonomis tanah 
yang cukup tinggi dan tanah merupaka simbol eksistensi dan status sosial di 
tengah masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan. Makna 
dan nilai tanah yang demikian strategis dan istimewa mendorong setiap orang 
untuk memiliki, menjaga dan merawat tanahnya sekuat tenaga sampai titik darah 
penghabisan. 
           Menurut kepala seksi Konflik Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten 
gowa bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda yaitu: 
“ faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus sertipikat ganda yaitu 
faktor teknis dalam hal ini system pemetaan seharusnya ada sarana peta, 
seharusnya system pemetaan terlebih dahulu dilakukan sebelum terbit 
sertipikat, kemudian persoalan dokumentasi dan data tanah di kelurahan, 
kenakalan atau oknum dari Badan Pertanahan Nasional itu sendiri, dan 
adanya itikad tidak baik dari masyarakat itu sendiri. ada juga salah satu 
penyebab terjadinya sengketa dan sertipikat tanah yang seringkali kita 
lupakan adalah bencana alam yang menyebabkan surat-surat bukti hak tanah 
hilang ataupun rusak.”52 
             Secara umum, faktor-faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda 
antara lain :  
1. Dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan 
tanah yang dimilikinya dan tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga 
dapat di ambil alih oleh orang lain yang mengklaim kepemilikan tanah 
tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong yang 
                                                             
                 
52
 Misniati Sinaga, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara 
Pertanahan, wawancara, Gowa, 27 Desember 2018 
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tidak ada pemiliknya padahal tanah tersebut telah memiliki sertipikat yang 
telah terbit sebelumnya. Bukan hanya disebabkan tanah tidak perhatikan 
dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemilik tanah tersebut tetapi juga 
terkadang kasus dipunya tanpa mengetahui bahwa tanah tersebut telah 
memiliki sertipikat sehingga terbitlah sertipikat diatas sertipikat, serta 
adanya itikad tidak baik dari masyarakat itu sendiri yang mengkalim tanah 
Negara yang dianggap tanah kosong dan meminta diterbitkan sertipikat 
tanahnya.  
2. Dari pemerintah setempat atau Kelurahan, bahwa terjadinya kasus 
sertipikat ganda dapat disebabkan oleh faktor teknis dalam artian sistem 
pemetaan dikarenakan masih kurang kelurahan yang memiliki peta atau 
sarana peta dan dikarenakan sarana pemetaan tanah baru baik pada tahun 
1997 maka yang terjadi saat tanah diukur seharusnya pemetaan terlebih 
dahulu dilakukan baru kemudian diterbitkan sertipikat tanah, namun 
karena kondisi akhirnya yang terbit adalah sertipikat tanah terlebih dahulu 
baru kemudian dilakukan pemetaan. Seyogyanya sertipikat sebidang tanah 
belum bisa diterbitkan kalau belum tersedia sarana pemetaan atau sarana 
peta. Faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda selanjutnya adalah 
persoalan dokumentasi data tanah di kelurahan, untuk membuat sertipikat 
tanah harus terlebih dahulu memohon surat pengantar dari kantor 
kelurahan, namun yang terjadi dalam satu tanah yang sebelumnya telah 
memiliki sertipikat dan kemudian di klaim oleh orang lain dan meminta 
dibuatkan surat pengantar secara sporadik dari pihak kelurahan, karena 
terjadinya pergantian lurah maka lurah yang baru dan tidak mengetahui 
bahwa di tanah tersebut telah memiliki sertipikat akan menerbitkan surat 
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keterangan secara sporadik berdasarkan permohonan masyarakat untuk di 
terbitkan sertipikat tanahnya.  
3. Faktor penyebab terjadinya kasus sertipikat ganda selanjutnya yaitu dari 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) dikarenakan tidak adanya data-data mengenai hak diatas tanah yang 
sudah lama berupa warkah tanah apalagi sistem  komputerisasi baru saja 
diterapkan dan belum lagi data-data tanah atau warkah tanah di badan 
pertanahan nasional dinyatakan hilang atau tercecer yang membuktikan 
bahwa masih beum tertatanya sistem administrasi dokumentasi tanah di 
Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan 
Nasional (BPN).selain itu terdapat oknum-oknum di Kantor Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang 
dengan mudah menerbitkan sertipikat tanah dikarenakan beragam macam 
faktor seperti adanya kekeliruan dalam menerbitkan sertipikat tanah baik 
itu jenis sertipikat tanah hak milik, hak guna bangunan maupun hak guna 
usaha yang seharusnya untuk menerbitkan sertipikat tanah di Kantor 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) harus terlebih dahulu melihat pada buku induk tanah sebagai acuan 
telah diterbitkannya sertipikat tanah atau belum. 
             Menurut Pengacara kondang Elza Syarief dalam bukunya yang berjudul 
“Menuntaskan Sengketa Tanah” mengemukakan pendapat bahwa, secara umum 
sengketa tanah timbul akibat faktor-faktor sebagai berikut: 
1. Peraturan yang belum lengkap 
2. Ketidaksesuaian peraturan 
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan 
jumlah tanah yang tersedia 
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4. Data yang kurang akurat dan kurangblenkap 
5. Data tanah yang keliri 
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan 
sengketa tanah 
7. Transaksi tanah yang keliru 
8. Adanya penyelesaian dari istansi lain sehingga terjadi tumpang tindih 
kewenangan 
             Sedangkan menurut Bernhard Limbong dalam bukunya “konflik 
pertanahan” mengemukakan dua hal penting dalam sengketa pertanahan yaitu 
sengkta pertanahan secara umum dan sengketa pertanahan secara khusus, 
sebagaimana terdapat dalam Keputusan BPN RI nomor 34 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. 
1. Secara umum 
Faktor Hukum 
a. Regulasi kurang memadai. 
       Regulasi di bidang pertanahan belum seutuhnya mengacu 
pada nilai-nilai dasar pancasila dan filosofi pasal 33 UUD 1945 
tentang moral, keadilan, hak asasi dan kesejahteraan. Disisi lain 
penegakan hukum kerap kali berhenti pada mekanisme formal 
dari aturan hukum dan mengabaikan nilai-nilai substansinya. 
b. Tumpang tindih peradilan. 
        Saat ini terdapat tiga lembaga peradilan yang dapat 
menangani suatu sengketa pertanhan yaitu peradilan perdata, 
peradilan pidana, serta peradilan Tata Usaha Negara. Dalam 
suatu sengketa tertentu salah satu pihak yang menang secara 
perdata belum tentu menang secara pidana. Selain itu, sumber 
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daya aparatur agrarian juga merupakan hal yang memicu 
timbulnya sengketa. 
c. Penyelesaian dan birokrasi berbelit-belit 
         Penyelesain perkara lewat pengadilan Indonesia 
melelahkan, biaya yang tinggi dan waktu penyelesaian yang 
lama apalagi bila terjebak dengan mafia peradilan, maka 
keadilan tidak betpihak kepada yang benar. Hal ini tentunya 
tidak sesuai dengan prinsip peradilan kita yang sederhana, cepat, 
dan berbiaya murah, karena kondisinya saat ini dalam berurusan 
dengan pengadilan tidaklah sederhana birorasi pengadilan yang 
berbelit-belit dan lama serta biaya yang mahal. 
d. Tumpang Tindi Peraturan 
         UUPA sebagai induk dari peraturan suber daya agrarian 
lainya khusus tanah, namun dalam berjalanya waktu dibuatlah 
operaturan perundang-undangan  yang berkaitan dengan sumber 
daya agrarian tapi tidak menem[atkan UUPA sebagai undang-
undang induknya, bahka justru menempatkan UUPA sejajar 
dengan undang-undang agrarian. 
2. Factor non hokum 
a. Tumpang tindih penggunaan tanah 
        Pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah 
penduduk bertamah, sedangkan produksi pangan berkurang 
akibat berubah fungsi tanah  pertanian. Juga pemerintah yang 
terus menerus menyelenggarakan proyek pembangunan. Tidak 
dapat dihindarkan jika sebidang tanah yang sama memiliki 
66 
 
 
 
ataupun timbul kepentingan yag berbeda. Itulah mengapa 
perumbuhan sengketa tanah yang terus menerus meningkat. 
b. Nilai ekonmis tanah yang tinggi 
       Sejak masa orde baru, nilai ekonomis tanah semakin tinggi. 
Hal ini terkait dengan politik peningkatan pertumbuhan ekonomi 
yang ditanangkan pemerintah dengan menitik beratkan pada 
pembangunan. Pemerintah orde baru menetapkan kebijakan 
berupa tanah sebagai bagian dari sumber daya agrarian tidak lagi 
menjadi sumber produksi atau tanah tidak lagi untuk 
kemakmuran rakyat, melainkan tanah sebgai asetpembangunan 
demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang bahkan kebijakan itu 
sangat merugikan rakyat.fungsi social tanahpun dikesampingakn 
karena semuanya berorientasi ke bisnis. 
c. Tanah tetap, Penduduk bertambah 
        Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, baik lewat 
kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, sementara luas lahan 
yang relative tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas 
ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal 
tanah di pertahankan mati-matian. 
d. Kemiskinan  
        Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang 
dipengaruhi oleh berbagai factor yang berkaitan. Dalam 
memenuhi kebutuhan pertanahan, masyarakat miskin 
menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan 
pemilikan tanah, serta ketidak pastian dalam penguasaan dan 
pemilikan lahan pertanian. 
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          Secara garis besar dapat di tarik beberapa hal yang menyebabkan timbulnya 
sengketa pertanahan dan sertipikat ganda yaitu sebagai berikut: 
1. Kurangnya transparansi informasi mengenai kepemilikan tanah 
2. Nilai tanah yang ekonomis dan tanah yang dijadikan masyarakat sebagai 
symbol eksistensi sosisal masyarakat, sehingga setiap orang menggunakan 
segala cara untuk mempertahankanya. 
3. Tumpang tindihnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan lembaga-
lembaga yang berkepentingan mengenai kepemilikan hak atas tanah. 
4. Tafsiran ikalangan masyarakat yang salah mengartikan mana tanah adat 
dan mana merupakan tanah bukan milik adat atau tanah Negara. 
5. Adanya bencana alam yang menyebabkan rusaknya tanda bukti 
kepemilikan hak atas tanah dan bergesernya tanah setelah bencana 
6.  Tidak dimanfaatkanya peta pendaftran tanah dan system komputerisasi 
yang belum modern. 
7. Ketidak jujuran aparat desa/lurah serta pemohon dalam hal ini pemilik 
lahan dalam memberikan informasi kepada BPN merupakan factor utama. 
 
         Disisi lain, terjadinya sertipikat-sertipikat ganda mengakibatkan cacat 
hukum seperti sertipikat palsu dan sertipikat ganda dipengaruhi boleh faktor-
faktor inten dan ekstrn. 
  Factor-faktor intern antara lain: 
1. Tidak dilaksanakanya undang-undang Pokok Agraria dan peraturan 
pelaksanaan secara konsekuen dan bertanggung jawab di samping masih 
adanya orang yang berbuat untuk memperoleh keuntungan pribadi. 
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2. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang 
kepada aparat untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabaatanya. 
3. Ketidak telitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat 
tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan 
sertifikattidak teliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-
dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana di tentukan 
oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Factor-faktor ekstrn antara lain: 
1.  Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan peraturan 
tentang pertanahan  khususnya tentang prosedur pendaftaran tanah. 
2.  Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat 
sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga mendorong peralihan 
fungsi tanah dari tanah pertanian ke non pertanian mengakibatkan harga 
tanah naik. 
E. Penyelesaian Sengketa Tanah dan Sertipikat Ganda di BPN Gowa 
            Dasar pembentukan BPN adalah Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988. 
Sebagaimana panduan operasional BPN, pimpinan lembaga ini kemudian 
mengekuarkan SK No. 11/KBPN/1988 jo Keputusan kepala BPN No. 1 Tahun 
1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPN di Provinsi dan 
Kabupaten/kotamadya.  
           Secara normatif, BPN adalah satu-satunya lembaga atau instansi di 
Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanat dalam 
mengelolah bidang pertanahan, sesuai demgam perpres Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahawa BPN melaksanakan 
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tugas di bidang pertanahan secara regional dan sektoral. Bahkn melalui proses 
yang sama, pemerintah juga telah memperkuat peran dan posisi BPN dengan 
membentuk deputi V yang secara khusus megkaji dan menyelesaikan sengketa 
dan konflik pertanahan. 
            Sesuai peraturan kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi 
badan tata kerja BPN-RI, pengkajian badan penanganan sengketa dan konflik 
pertanahan merupakan bidang deputi V yang membawahi: 
1. Direktorat konflik pertanahan. 
2. Direktorat sengketa pertanahan. 
3. Direktoran perkara pertanahan (pasal 346 Peraturan Kepala BPN-RI 
No. 3 Tahun 2006) 
              Badan pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian 
sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku 
dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau 
pihak BPN tempuh adalah musyawarah. 
              Begitu juga dengan sertipikat ganda, Badan Pertanahan Nasional juga 
berwenang melakukan negosisasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak 
yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan di anatara para pihak. Kantor 
wilayah Badan Pertanahan Nasional yaitu di provinsi dan kabupaten, hanya bias 
sampai pada putusan penyelesaian masalah, sedangkan tindak lanjut administrasi 
pertanahan tetap dilakukan BPN. 
             Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) : 
“Keterlibatan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian kasus sertipikat ganda, 
jika terjadi kasus sertipikat ganda, penyelesaian dapat dilakukan dengan 
dua cara yakni Mediasi atau upaya Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
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(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan memanggil kedua 
belah pihak untuk saling mencari solusi win-win solution. Namun bila 
tidak terdapat jalan keluar maka penyelesaian di lakukan melalui proses 
pengadilan”53 
              Proses mediasi tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pada Pasal 12 ayat 5 bahwa dalam 
hal Sengketa atau Konflik bukan kewenangan Kementerian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat mengambil inisiatif untuk 
memfasilitasi penyelesaian Sengketa atau Konflik melalui Mediasi.  
             Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi maka mediasi 
dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan 
semua pihak.  
1) Pelaksanaan Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.  
2) Mediasi bertujuan untuk: 
a. Menjamin transparansi dan ketajaman analisis 
b. Pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan obyektif  
c. Meminimalisir gugatan atas hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik  
d. Menampung informasi/pendapat dari semua pihak yang berselisih, 
dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan 
e. Memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik melalui 
musyawarah. 
                                                             
                   
53
 Misniati Sinaga, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara 
Pertanahan, wawancara, Gowa, 27 Desember 2018  
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             Proses penyelesaian kasus sertipikat ganda apabila tidak dapat 
diselesaikan melalui proses mediasi maka proses penyelesaian yang dilakukan 
yaitu melalui jalur pengadilan atau dinamakan proses litigasi. 
              Untuk meminimalkan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda, 
maka dalam hal ini peran yang dilakukan BPN sebagai pelayan masyarakat antara 
lain adalah: 
1. Menelaah dan mengelolah data untuk menyelesaikan perkara dibidang 
pertanahan. 
2. Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, 
menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, 
memori/kontrak peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui 
peradilan terhadap perorangan dan badan hokum yang merugikan Negara. 
3. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanhan. 
4. Menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa atas 
tanah. 
5. Menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat 
hukum administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan. 
6. Mendokumentasi      
              BPN juga memiliki mekanisme tertentu dalam menangani dan 
menyelesaikan perkara atau sengketa pertanahan dalam hal ini termasuk sertifikat 
ganda yaitu: 
1. Senketa tanah biasanya diketahui oleh  BPN dari pengaduan 
2. Pengaduan di tindak lanjutidengan mengidentifikasimasalah. Dipastikan 
apakah unsur masalah merupakan kewenangan BPN atau tidak. 
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3. Jika memang kewenanganya, maka BPN meneliti masalah untuk 
membuktuikan kebenaran pengaduan serta menentukan apakah pengaduan 
beralasan untuk diproses lebih lanjut. 
4. Jika hasil penelitian perlu ditindak lanjuti dengan pemeriksaan fisik 
administrasi serta yuridis, maka kepala kantor dapat mengambil langkah 
berupa pencegahan. 
5. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diprlukan pembentukan bebrapa 
unit kerja. Jika bersifat politis, social, dan ekonomis maka tim melibatkan 
institusi berupa dpr atau dprd, departemen dalam negeri, pemerintah 
daerah terkait. 
6. Tim menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan rekomendasi 
penyelesaian masalah. 
              Dalam prakteknya, penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan 
hanya dilakukan oleh Badan Petanahan Nasional tetapi juga biasa diselesaikan 
oleh lembaga peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara. Jika diperadilan 
umum lebih menitik beratkan kepada hal-hal mengenai perdata dan pidana dalam 
sengketa pertanahan, lain halnya dengan peradilan Tata Usaha Negara yang 
menyelesaikan sengketa pertanahan berkaitan dengansurta keputusan yang 
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau pejabat daerah lanya yang 
berkaitan dengan tanah. 
             Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat 
ganda diselesaiakan melalui  cara sebagai berikut: 
1. Penyelesaian Secara Langsung Oleh Pihak Dengan Musyawarah Atau 
Negosiasi. 
       Dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam pancasila sebagai 
dasar kehidupan bermasyarakat dan dalam UUD 1945. Musywarah 
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dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Mediator 
biasanya dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh misalnya kepala 
desa/lurah, ketua adat serta badan pertanahan Nasional. 
       Dalam penyelesaian sengketa pertanahan lewat musyawarah, satu 
syaratnya adalah bahwa sengketa tersebut bukan berupa penentuan tentang 
kepemilikan atas tanah yang dapat memberikan hak atau menghilankan 
hak seseorang terhadap sengketa tanah, dan diantara pihak bersengketa 
memiliki kekerabatan yang cuckup erat serta masih menganut hukum adat 
setempat. 
2.  Melalui Arbitrase  
        Arbitrase adalah penyelesaian perkara oleh sesorang atau bebrapa 
arbiter yang di angkat  berdasarkan kesepakatan/persetujuan para pihak 
dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat dan final.  
Persyaratan utama yang harus dilakukan untuk dapat mempergunakan 
arbitase sebagai penyeloesaian sengketa adalah kesepakatan dibuat dlam 
bentuk tertulis dan disetujui oleh para pihak. 
3. Melalui Mediasi  
         Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak 
ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan 
yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian 
yang diterima oleh kedua pihak. Sebagaimana kewenangan  BPN sebagai 
mediator yang di atur dalam  Kepala BPN No. 11 Tahun 2016. 
           Berdasarkan penjelasan tentang spesifikasi dari lembaga penyelesaian 
sengketa baik lembaga litigasi dan non litigasi, sampai saat ini jelas bahwa 
semua cara itu tidak dapat menyelesaiakan masalah sengketa pertanahan secara 
tuntas dalam waktu singkat. 
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           Faktanya, proses mediasi yang dilakukan BPN tidak mampu 
menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada saat ini untuk itulah mengapa BPN 
sangat sulit mewujudkan seluruh visi, misi dan program-program strategis yang 
di embanya. 
F. Pandangan Hukum Islam dalam Penyelesain Sertipikat Ganda di BPN 
Gowa 
      Bila kita mengkaji tentang sengketa, yang akan terbayang adalah hukum 
ditegakkan (law enforcement). Faktor manusia sangat terlibat dalam usaha 
menegakkan hukum. Memang betul fungsi hukum ialah berfungsi sebagai 
menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. 
         Al-qur’an menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi 
dikalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifahnya di 
bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan 
wahyu dalam kehidupan sehari-hari. Pola penyelesaian sengketa dapat 
dirumuskan manusia dengan merujuk  pada sejumlah ayat-ayat al-quran, dan 
hadist Nabi.  
             Didalam hukum di Indonesia terdapat beberapa penyelesaian sengketa 
pertanahan yaitu melalui jalur non-litigasi (diluar pengadilan) dengan cara 
mediasi, arbitrase. Sedangkan jalur litigasi (pengadilan) antara lain Pengadilan 
Negri dan Pengadilan Tata Usaha Negara . 
          Dalam Islam terdapat beberapa penyelesaian konflik sengketa anatara lain: 
1. Perdamaian (ishlah)  
         Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh 
Al-Qur’an. Pada dasarnya setiap konflik yang terjadi antara orang-orang yang 
beriman harus diselesaikan dengan damai. Ishlah adalah suatu cara penyelesaian 
konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk  permusuhan 
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dan pertikaian antara manusia. Namun kata ishlah lebih menekan arti suatu proses 
perdamaian antara dua pihak. Sedangkan kata shulh lebih menekankan arti hasil 
dari  proses islah tersebut yaitu berupa shulh (perdamaian/kedamaian). Allah 
berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10: 
 
                           
                                  
                     
                 
Terjemahnya : 
      “Dan jika ada  dua golongan dari mereka yang berimanitu berperang maka 
damaikanlah anatara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuart 
aniaya terhadap golongan yanag lain maka parangilah golongan yang 
berbuat aniaya itu sehuingga golongan iti kembali kepada perintah Allah. 
Jika golongan itu telah jembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesumgguhnya Allah 
menyukai orang-oranh yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-oarang 
mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu dan 
bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”54 
 Hadits Rasulullah: 
 نب ريثك انثدح .يدقعلا رماع وبا انثدح .للاخلا ىلع نب نسحلا انثدح
 لاق الله لوسر نا هدج نع هيبا نع ينزملا فوع نبا و رمع نب اللهدبع
.نيملسملا نيب زئاج حلصلا :  و .امارح لحا وا للاح مرح احلص لاا
 وبا لاق امارح لحا وا لالاح مرح اطرش لاا مهطورش ىلع نوملسملا
.حيحص نسح ثيدح ذه سيع    
Terjemahnya : 
“Al-hasan bin Ali al-hilal meriwayatkan hadist kepada kami, dari Abu 
Amir al-Aqdhi, dari Katsir bin Abdullah bin ‘Amr bin Auf  al-Muzni, dari 
ayahnya, dari ayah-ayahnya, dari Rasulullah SAW bersabda: al-sulh itu jaiz 
                                                             
                 54 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahanya (Solo: Tiga Serangkai, 2014) h. 
525 
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(boleh) antara umat islam, kecuali sulh yang mengharamkan yang halal 
atau sebaliknya. Dan umat islam boleh berdamai (dengan orang kafir) 
dengan syarat yang mereka ajukan, kecuali syarat yang mengharamkan 
yang halal atau sebaliknya”55 
            Surat al-hujrat ayat 9-10 merupakan landasan dan sumber penyelesaian 
konflik yang terjadi antara orang-orang yang beriman, yaitu apabila mereka 
terlibat konflik selesaikanlah dengan damai (fasshlihu). Cara islah ini kemudian 
berkembang menjadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilandi 
Indonesia melalui mediasi. 
             Dari ayat dan hadist diatas merupakan landasan di dalam penyelesaian 
konflik dan perselisihan. Dalam hadist tersebut dinyatakan bahwa menyelesaikan 
konflik dengan perdamaian adalah boleh dan sangat di anjurkan untuk kebaikan 
dan keutuhan persaudaraaan sesame muslim asalkan tidak untuk menghalalkan 
yang haram dan sebliknya dan tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah 
dan Rasulullah. 
              Bila dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, 
maka islah bias dikategorikan sebagai bentuk mediasi. Secara etimologi istilah 
mediasi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna 
ini menunjukkan bahwa pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi 
netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia hartus menjaga 
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sam, sehingga 
menimbulkan kepercayaan (trust) dari para yang bersengketa. 
2. Musyawarah 
              Pada dasarnya musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat 
umum atau pribadi. Oleh karena itu musyawarah sangat dibutuhkan, terutama 
untuk meneyelesaikan masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara 
                                                             
                 
55
 Muhammad Ibn’Isa Saurah Ibn Musa Ibn al-Dahhak al-Tirmizi, juz. III (Cet. II; Mesir. 
Syarikah Maktabah Wa Matba’ah Mustafah al-Halb, 1975). h. 626  
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individu maupun secara umum. Secara epistimologi musyawarah berasak dari 
kata sywara, yaitu berunding, berembuk atau mengatakan dan mengajuka 
sesuatu. Makna dasar dari kata musyawarah adalah mengeluarkan dan 
menampakan (al-istihkraju wa al-izhar). Secara terminologis, musywarah 
diartikan sebagai upayamemunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk 
mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemeslahatan umum. 
           Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkanya dalam 
banyak ayat dalam Al-Qur’an, ia menjadikanya sesuatu hal terpuji dalam 
kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan Negara serta menjadi elemen 
penting dlam kehidupan umat, ia di sebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang 
beriman dimana keislaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali 
denganya, dan oleh karena musyawarah sangat agung maka Allah SWT 
menyuruh rasulullah melakukanya,  ini disebutkan dalam surat as-syura ayat 38 
dan QS. Al-imran ayat 159 llah berfirman: 
As-Syura ayat 38 
                              
   
Terjemahnya : 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanya dan 
mendirikan shalat, sedan urusan mereka (diputuskan)  dengan musyawarah 
antara mereka, dan ,ereka menaflahlan sebagian dari rezeki yang kami 
berikan kepada mereka”56 
Al-Imran ayat 159       
                                                             
                   56 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahanya (Solo: Tiga Serangkai, 2014) h. 
490 
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                         
                                  
     
Terjemahnya : 
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah llembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karenaa itu 
maafkanlah mereka, nohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepaany-
nya”57 
Hadist dari Al Adabun Nnabawi: 
 يضر ةريره يبا نع راشتسملا : صلى الله عليه وسلم الله لوسر لاق : لاق هنع الله
)دوواد وبا و يذمرتتلا هاور ( .نمتؤم 
Terjemahnya : 
“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda” musyawaralah 
adalah dapat dipercaya” (HR. At tirmidzi dan Abu daud).58 
  
              Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesain sengketa pada umumnya, maka 
musyawarah bias dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah 
salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk 
menyelesaikan persoalan mereka melalui musyawarah, perundingan. Proses ini 
tidak melibatkan pihak ketiga atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan 
sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam prosesnya.     
              Satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat 
pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar 
                                                             
                     57 Kementrian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahanya (Solo: Tiga Serangkai, 2014) 
h.  70 
                     58 Al Imam Abu Dawud as Sajistani. Syaikh Syuaib Al Arnauth Sunan Abu Daud 
Khulusatu Hukmu  h. 5128  
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bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-
cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa 
meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan  bahwa hendaknya 
penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan.  
             Jadi, perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan (umat) Islam. 
Prinsip ini merupakan suatu jalan hidup yang memungkinkan seseorang atau 
masyarakat memecahkan dan mengatasi berbagai persoalan (termasuk persoalan 
di bidang tanah) dengan cara yang mudah, lancar, seimbang dan adil. Dari ayat-
ayat al-Qur’an di atas memang tidak secara spesiﬁk menjelaskan tentang 
penyelesaian damai sengketa tanah, namun nilai-nilai yang diajarkannya dapat 
diimplementasikan dalam penyelesaian semua kasus, termasuk sengketa tanah. 
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BAB V 
PENUTUP 
                   Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaikan Setipikat Ganda di Badan 
Pertanahan Nasional Gowa Perspektif Hukum Islam. Pada bab ini diuraikan 
kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap 
sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan 
selanjutnya.  
A. Kesimpulan 
1. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Sertipikat Ganda di Badan 
Pertanahan Nasional Gowa  
                Ada banyak faktor terjadinya kasus sertipikat ganda, namun yang sering 
menyebabkan kasus sertipikat ganda adalah dari masyarakat atau pemilik tanah itu 
sendiri yang tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya, masyarakat itu sendiri 
atau pemilik tanah yaitu adanya itikad tidak baik dari masyarakat atau pemilik 
tanah itu sendiri. Dari Pemerintah setempat atau Kelurahan, bahwa terjadinya 
kasus sertipikat ganda dapat disebabkan oleh faktor teknis dalam artian sistem 
pemetaan dikarenakan masih kurang kelurahan yang memiliki peta atau sarana 
peta, persoalan dokumentasi data tanah di kelurahan. Selanjutnya yaitu dari 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
dikarenakan tidak adanya data-data mengenai hak diatas tanah yang sudah lama 
berupa warkah tanah, selain itu terdapat oknum-oknum di Kantor Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dengan 
mudah menerbitkan sertipikat tanah dikarenakan beragam macam faktor yang 
seharusnya untuk menerbitkan sertipikat tanah di Kantor Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus terlebih dahulu 
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melihat pada buku induk tanah sebagai acuan telah diterbitkannya sertipikat tanah 
atau belum. 
2. Penyelesaian Sertipikat Ganda di Badan Pertanahan Nasional Gowa 
               Dalam hal penyelesaian kasus sertipikat ganda terdapat dua cara 
penyelesaian yaitu melalui proses mediasi di Kantor Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana Kementrian Agraria dan 
Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memanggil kedua belah 
pihak untuk menyelesaikan kasusnya dan mencarikan solusi atau win-win 
solution, namun apabila tidak terdapat jalan keluar melalui proses mediasi maka 
di lakukan penyelesaian melalui proses litigasi atau penyelesaian kasus di 
pengadilan. 
3. Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sertipikat ganda yang di 
lakukan Badan Pertanahan Nasional Gowa 
                 Sengketa merupakan fenomena manusia yang hampir selalu ada di 
masyarakat. Langkah yang terbaik bila terjadi sengketa, ada dua mekanisme 
penyelesaian yang dapat di gunakan yaitu melalui pengadilan (Litigasi) dan diluar 
pengadilan (non-litigasi). Sedangkan penyelesain sengketa yang dilakukan pihak 
Badan Pertanahan Nasional gowa yaitu dengan Mediasi atau biasa di sebut (non-
litigasi) dengan cara memfasilitasi dan mempertemukan kedua bela pihak yang 
bersengketa. Sama Halnya dengan Hukum Islam juga yang mengenal dua hal 
penyelesaian sengketa yakni pengadilan (al-qadha) dan perdamaian (ishlah). 
Dengan demikian penyelesain sengketa yang dilakukan pihak Badan Pertanahan 
Nasional sama dengan penyelesaian yang di anjurkan dalam Al-Qur’an dan 
hadist. 
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B. Implikasi Penelitian 
        Adapun  Saran yang penulis sampaikan:  
1. Hendaknya Pemerintah harus mengambil keputusan bahwa satu-
satunya lembaga yang mengurus administrasi pertanahan hanyalah 
Badan Pertanahan Nasional dan lembaga lainya hanya mengikuti 
petunjuk atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BPN. Peta 
pendaftaran tanah yang merupakan basis data pendaftaran tanah yang 
dimiliki BPN sebaiknya dimanfaatkan secara benar sehingga tidak 
akan muncul lagi sebidang tanah yang memiliki sertifikat ganda. 
Apabila terjadi maka aakan diketahui dari peta pendaftaran tanah yang 
dimiliki oleh BPN. Zaman yang modern ini seharusnya BPN juga 
sudah mengikuti perkembangan yang ada. Sistem komputerisasi BPN 
juga seharusnya sudah yang paling modern sehingga dapat menyimpan 
berbagai data yang dimiliki BPN. 
2. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya mengeluarkan suatu sistem atau 
cara baru dalam proses pendaftran tanah. BPN juga harus lebih teliti 
atas data-data yang diberikan pemohon untuk melakukan pendaftran 
tanah. Apakah data dari pemohonitu sesuai dengan keadaan tanah atau 
tidak. Untuk mencegah adanya ketidak tauhan masyarakat akan data 
tanah yang ada, sebaiknya BPN mengeluarkan suatu pusat informasi 
data yang bisa di akses bebas oleh masyarakat yang akan membeli atau 
mendaftarkan tanah mereka. Alangkah baiknya pemerintah 
membentuk lembaga peradilan khusus menangani permasalahan atas 
kasus agraria. Karena wacana ini telah muncul sejak di berlakukanya 
UU pengadilan landreform pada tahun 1964 yang sayangnya dicabut 
pada tahun 1970. Karena dengan di bentuknya peradilan khusus 
menangani masalah pertanahan, masyarakat tidak lagi bingung kepada 
siapa akan mengadu masalah pertanahan, apakah ke Pengandilan 
Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena menyangkut 
kompetensi pengadilan mana yang berhak memeriksa dan memutus 
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perkara tersebut. Badan Arbitrase Agraria juga bisa dijadikan suatu 
jalan keluar atas permasalahan-permasalhan pertanahan yang ada. 
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